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Assalamu Alaikum warahmatullhi wabarakatuhu 

, Yt~. Saudara Gubernur Provinsi sutatera Barat; 

Yt~. Saudara Ketua, Wakil Ketua \ dan seluruh Anggota DPRD 
Pr~vinsi Sumatera Barat; j 

Yt . Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat ; 

Yt . Ketua Pengadilan Tinggi Agama Proinsi Sumatera Barat ; 

Yt , BPK R~ Perwakilan Provinsi Sumatera Barat; 

Yt~. Muspida Provinsi Sumatera Barat; 

Yth. Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Staf Ahli, Para Kepala 
Dinas, Sadan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Sumatera Barat. 

Yth. Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Sosial 
Ke:masyarakatan dan para Wartawan Media Cetak Dan 
Elf ktronik beserta hadirin yang berbahagia. 

I 
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Pertama dan terutama sekali mari ah kita panjatkan puji syukur 

kehadirat Allah swr, karena berkat Ii pahan rahmat, inayah, dan 

hidayat-Nya jua kita bersama-sama dapat hadir dalam Sidang 

Paripurna yang terhormat ini, dalam ke daan sehat wal'afiat, dengan 

Agenda Penyampaian Pemandanga Umum Fraksi terhadap 

RANPERDA PROPINSI 1lA BARA T TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERDA NOMO 2 TAHUN 2008 TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN ATA KERJA SEKRETARIAT 

DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD PROV. SUMBAR, 

PERUBAHAN ATAS PERDA NOMO 4 TAHUN 2008 TENTANG 

ORGANISSAI DAN TATA KERJA INAS DAERAH PROVINSI 

SUMBAR, PENDIRIAN PERSE OA~ , . TERBATAS (PT) 
' 

PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMBAR DAN 

RANPERDA TENTANG IRIGASI. 

Shalawat beriringan salam kita sa paikan kepada junjungan kita 

Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan arah dan 

tuntunan kepada umat manusia untr kebahagiaan di dunia dan 

akhirat melalui Al - Qur'an dan Sunnah I Nya. 

Kami Fraksi Partai Amanat Nasionf I mengucapkan terima kasih 

yang tak terhingga kepada Pimpinan f idang yang tel ah memberikan 

kesempatan kepada kami untuk menyj~paikan Pemandangan Umum, 

dan perkenankan juga kami mengucaRkan terimakasih kepada panitia 

musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera 

Barat yang telah mengagendakan pembahasan rancangan peraturan 

daerah ini. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka pada 

hari ini Kamis Tanggal 30 Juni 2011 adalah pemandangan umum 

fraksi terhadap: 

1. RANPERDA TENTANGPERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 
2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI 
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I 
I 

D~N TATA KERJA SEKR TARIAT DAERAH DAN 
SIKRETARIAT DPRD PROV. SU BAR, 

2. NPERDA TENTANG PERUB AN ATAS PERDA NOMOR 
AHUN 2008 TENTANG ORG NISSAI DAN TATA KERJA 

D NAS DAERAH PROVINSI SU BAR, 
3. P ,NDIRIAN PERSEROAN TER ATAS (PT) PENJAMINAN 

KREDIT DAERAH PROVINSI S MBAR 
4. RANPERDA TENTANG IRIGASI 

Saudara Gubernur, Pimpinan dan dirin yang saya hormati. 
I 

DP
1
RD sebagai lembaga yang di tur dan ditentukan tugasnya 
' \ ' . 

berdasa~kan Undang-Undang Nomor ~7 Tahun 2009 dan Undang-

Undang \Nomor 32 tahun 2004 tentan~ Pemerintahan Daerah, yang 

mana s lah satunya ialah merumuska~ dan menetapkan · peraturan 

atau reg lasi daerah sebagai perwujuda~ dirinya sebagai representasi 

rakyat, ·ebagaimana yang dijelaskan jJga oleh Undang-Undang 32 

Tahun 2004 tentang pemerintahan daer~h pasal 42 ayat 1 pain A dan 

B. Pain A berbunyi, DPRD mempunyai tugas dan wewenang 

membentuk peraturan daerah yang di ahas dengan kepala daerah 

untuk mendapat persetujuan bersa a, dan pain B berbunyi, 

melaksariakan pengawasan terhadap laksanaan peraturan daerah 
I 

dan perafuran perundang-undangan lainpya, peraturan kepala daerah, 

APBD, k1bijakan pemerintahan daerah dalam melaksanakan program 

pemban unan daerah dan kerja sama internasional di daerah 

Ke iatan pembentukan regulasi daerah ini . telah diperkuat 

sebelum ya oleh prolegda yang terdiri dari tim pemerintah daerah . I 
dengan badan legislasi yang untuk tahun 2011 telah direncanakan 

menuntaskan 16 peraturan daerah selain dari yang wajib setiap tahun 

anggaran berjalan . 

. Sekprang saudara gubernur telah menyampaikan 4 Ranperda 
I 

dengan nota pengantar tanggal 17 Juni 2011 lalu yaitu Ranperda 
I 
I 
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· perubaran atas Peraturan Daerah omor 02 Tahun 2008 tentang 

Pemberytukan SOTK Sekretariat Da rah dan Sekretariat Dewan 

Ranper~a pendirian Perseroan Terba as penjamlnan kredit daerah: 

RanperJa perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 

Tentand. SOTK Dinas Daerah Sumater Barat, Ranperda Pengelolahan 

Irigasi di Sumatera Barat. 

Saudara Gubernur, Pimpinan dan 
I 
adirin yang saya hormati. 

Setel~h Fraksj Amanat Nasional me pelajari Nota Pengantar dari 4 

Ranperdf yang saudara Gubernur sa paikan 17 Juni 2011 yang lalu 

itu makl dengan ini Fraksi PAN ingin enya~~aikan kepada saudara 

gubernu~ pertanyaan, mohon penjela an \dan saran usulan untuk 

dapat ditnggapi sesuai dengan realita yang ada sehingga tidak ada 

jawaban ~ang fiktif atau manipulatif 

I 
A. Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 02 Th 2008 

tentang Pembentukan orga isasi Dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Dan Se retariat DPRD Provinsi 
Sumatera Barat 

Berdasarkan Peraturan Pemerlntah romor 02 Tahun 2008 tentang 

SOTK sekretariat Daerah dan Sekretal·at DPRD yang menetapkan 3 

Asisten, ~ Biro , Sekretariat DPRD dan Staf Ahli. 

Tiga (3) Asisten tersebut yaitu : sisten pemerintahan, asisten 

ekonomi dan kesejahteraan dan asisten administrasi umum. 8 Biro 

terdiri, iro pemerintahan dan kependudukan, Biro Hukum, Biro 

Humas an Protokol, Biro Perekonomian, Biro Bina Sosial, Biro 
I 

Organisasi, Biro Organisasi Pembangunan Dan Kesejahteraan Rantau 

Dan Sekretariat DPRD. Lima (5) Staf Ahli Gubernur yaitu, Bidang 

Kemasyarakatan, Bidang Pembangunan, Bidang Hukum dan Politik, 

Bidang pemerintahan dan Bidang Ekonomi dan keuangan. 
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. Sauda}a Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang saya hormati. 

Ber1asarkan Peraturan Menteri alam Negeri nomor 57 tahun 

2007 sebagaimana di ubah dengan pe mendagri nomor 56 tahun 2010 

tentang juknis penetapan organis si perangkat daerah, bahwa 

perubahan organisasi dapat perangkat daerah dapat dilakukan apabila, 

terjadinya perubahan jumlah pendu uk, luas daerah dan besaran 

APBD, Peraturan Daerah SOTK tela dilaksanakan 1 tahun, beban 
I 

kerja S~PD terlalu besar serta kebut
1 

han dan kemampuan masing-

masing femerintah daerah 
1 

Ad,nya keinginan perubahan Per turan daerah Nomor 02 Tahun 

2008 t ntang SOTK Sektariat Daerah dan Sektariat DPRD, Fraksi PAN 

dapat emahami untuk dilakukan p mbqhasan oleh DPRD dengan 
\ 

pertimb ngan terjadinya perubahan n lai Variabel penetapan SOTK PP 

41 Tahun 2007 tentang Organis si perangka,t daerah, SOTK 

Sekretariat Daerah Sudah dilaksana an dari Tahun 2008 dan perlu 

dievaluasi, terdapat beban kerja ya g terlampau besar pada SKPD 

Dinas yang mana pengelolahan Ase harus dibawahi oleh · biro yang 

merupakan bagian dari setda dan ha us dipisahkan dari kewenangan 

DPKD sGmatera Barat, variabel ju lah penduduk, luas daerah dan 

APBD tekarang tidak sesuai iag dengan jumlah SOTK dan 

klasifika~inya 

Fra i PAN memandang denga pemisahan pengelolahan aset 

D merupakan tuntutan pe~undang-undangan didasari oleh 

varibel erta kebutuhan pemerintah aaerah itu sendiri, namun hal ini 

juga perlu kajian dan pembahasan cl.eh DPRD secara intens sehingga 

pembentukan biro aset ini memenuhi :momentum yang tepat 

Fraksi PAN dalam perubahan penambahan biro ini ingin 

menanyakan, apakah dengan munculnya biro aset ini akan dapat 

menjem[batani permasalahan aset Sumatera Barat, sehingga 
I 
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I 
masyarJkat -sumbar dapat mengetahui aset dan kekayaaan yang di 

I 
I 

miliki oleh Sumatera Barat 

Lebih jauh Fraksi inginka penuntasan permasalahan 

perbendaharaan , kekayaan dan aset yang antara lain, aset bergerak 

dan aset tidak bergerak, bangunan ge. ung, Tanah dan kontruksi yang 

sedang berjalan. 
i 

Fra~si ingin menyampaikan, b hwa titik lemah keberadaan 

perbend~haraan aset kita ialah lem hnya administrasi kepemilikan 

aset, te~utama yang berkaitan denga aset tanah pemerlntah daerah 

sehingg~ hal ini menjadi sorotan taj m oleh LHP BPKP Tahun 2010 

lalu. Ba1kan sampai saat ini, masih t rdapat aset provinsi Sumatera 

Barat y~ng tidak jelas bukti kepemili nnya, sehingga tidak terhitung 

sebagai harta benda daerah Sumatera 

Memang sudah waktunya keha iran biro untuk pengelolahan 

asset daerah yang dlharapkan akan njenuntaskan berbagai persoalan 

asset yang merupakan milik daerah. \ 

Fra'45i juga mohon penjelasan \ tupoksi yang menjadi skala 

prioritas \dari biro aset ini, sehingga 1Jngkah-langkah kerjanya dapat 

. dipersia9kan dari sekarang, atau RKPD SKPD-nya sudah dapat dibahas 

pada APFf D perubahan atau APBD 2012 '. nanti 

Den an adanya perubahan SOTK, rinaka dari 8 Biro menjadi 9 Biro 

dibawah garis kerja sekretaris daerah \Provinsi Sumatera Barat, yaitu 

Biro Pen elolahan aset daerah, yang sebelum ini di bawah DPKD 

Sumatera Barat 

B. Ranperda Perubahan Peratura(l Daerah Nomor 04 Tahun 
2008 Tentang SOTK/ perubahan besaran organisasi 
Sek1etariat Daerah dan Dinas Daerah Sumatera Barat. 

I 

i 
Perupahan susunan organisasi tata kerja perangkat daerah 

merupakJn inplementasi dari Undang-Undang 32 Tahun 2004 pasal 
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28 ayat t1 dan ayat 2 , pengendalian p rangkat daerah dengan acuan 

teknisnyi Peraturan Pemerlntah Nomor 41 Tahun 2007, dalam hal ini 

pemerin~ah daerah mengajukan perub han besaran perangkat daerah 
I 

yaitu , pemisahan Pengelolahan Aset aerah Dari DPKD dan dikelola 

oleh biro pengelohan asset, pemisa an koperasi dan UKM dan 

dikelola oleh dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindag tersendiri, 

pemisahan fungsi pendidikan dengan f ngsi pemuda dan olah Raga 

Terj~dinya pemisahan itu berarti t rjadinya penambahan 2 Dinas 

yang no~a Bene perubahan atas pera uran daerah Nomor 4 tahun 
I 

2008 te tang SOTK Dinas Sumatera arat, yang mana. pada perda 

nomor 4 tahun 2008 tersebut , dinas tu berjumlah 16 dinas ,yaitu 

Dinas p ndidikan, pemuda dan Olah aga,\ ,Oinas Kesehatan, Dinas 

Sosial, inas Tenaga kerja dan Tra smigrasi,Dinas Perhubungan, 

komunik si dan informatika, dinas keb \ dayaan dan pariwisata, dlnas 

pengelolahan sumber daya air, dinas p asarana jalan tata ruang dan 

permukiman, dinas koperasi perindust ian dan perdagangan, dinas 

energi d?n sumber daya mineral, di as tanaman pangan, dinas 

perkebunan, dinas perternakan, dinas 1elautan dan perikanan, dinas 

kehutanah, dinas pengelolahan keuang~ daerah 

DenJan adanya perubahan ini, terj di penambahan 2 dinas yaitu 

dinas Ko erasi dan UKM dan Dinas Pe uda dan Olah Raga sehingga 

dari 16 inas pada perda nomor 4 tah~n 2008 tersebut menjadi 18 

dinas pad perda yang diusulkan sekararyg 

Terja inya perubahan tersebut mer,urut fraksi sama halnya yang 

mendasar' perubahan peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2008 di atas, 

yaitu , terjadinya perubahan variabel , jumlah penduduk, luas daerah 

dan APBD, beban kerja yang terlampau besar pada dinas-dinas 

tertentu, : dinas koperasi perdagangan dan perindustrian, dinas 
I 

pengelolaian keuangan daerah, dinas pendidikan pemuda dan olah 

raga 
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Meturut pandangan Fraksi terj dinya perubahan jumlah dinas 

merupakan tuntutan peraturan d n perundang-undangan serta 

kebutuhan pemerintahan daerah dalam era otonomi dan 

desentralisasi, namun yang esensial ya dengan adanya perubahan 

jumlah dinas tersebut apakah aka memberikan konpensasi bagi 

pelayanan publik, peningkatan keseja eraan dan keadilan masyarakat, 

perbaikdn ekonomi, penuntasan waji pendidikan 9 tahun atau 12 
I 

tahun, \ penekan naiknya angka pengangguran, pengentasan 

kemsiki an dalam upaya inplementasi isi dan misi gubernur Sumatera 

Barat ya g tertuang pada RPJMD 201 

Fra i meminta tanggapan saud ra gubernur esensi perubahan 

SOTK dlnas ini, apakah ada garans nya bag.i perbaikan kehidupan 
i \ ' ; 

masyarakat Sumatera Barat, sebab d ngan bertambahnya dinas atau 

SKPD akan bertambah belanja daerah sementara pendapatan daerah 

tidak dapat digali dengan maksimal. 

Saudar~ Gubernur, Pimpinan dan 'fladirin yang saya hormati. 
• I 

C. Petjdirian Perseroan Terba4s (PT) Penjamin Kredit 
..;a rah Prov .Sumbar 

1 

Seb gaimana yang disebutkan Jada naskah akademis usulan 

peratura daerah ini, bahwa 90 °/o letlih masyarakat Sumatera Barat 

bergera. pada usaha mikro kecil dan ~enengah dengan penyumbamg 
I . ·. 

50°/o produk domestik regional Bruto 'pan mampu menyerap tenaga 

kerja dan menekan angka pengangguran. Dengan kondisi demikian 

sudah patut pemerintah daerah memikirkan lebih jauh lagi upaya 

pengembangan ekonomi mikro, kecil menengah dan koperasi di 

samping I sud ah berjalannya program pemerintah daerah pada dinas­

dinas betupa dana bergulir. 
I 

Satalh satu upaya pengembangan itu ialah pembentukan lembaga 

atau pe~seroan terbatas yang memberikan jaminan kredit kepada 
I 
I 

8 



usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi atau UMKMK, dengan 

adanya pinjaman dengan jaminan yang dilakukan, perekonomian 

. rakyat Sumatera Barat semakin bai , angka pengangguran semakin 

berkura~g dan angka kemiskinan ter endali. 

FraWsi PAN pada kesempatan i i menyampaikan apresiasi yang 
I 

dalam ~epada pemerintah Sumatera Barat, atas usulan 

Peratura· Daerah JamKrida ini,wala provinsi lain, Jawa Timur dan 

Bali sud h melaksanakan ini bebera a tahun yang lalu 

Fra i PAN memberikan duku gan untuk pendirian perseroan 

terbatas 
I 

dengan Jamiman Daerah JAMKRIDA kepada 
! 

penyumbang PDRB 50 °/o · kepada umatera Barat, namun jangari 

dilakukan hanya dengan setengah ati ,1. Jiarus dilaksanakan secara 

sungguh-sungguh dalam rangka m ncapai visi dan misi Sumatera 

Barat yang tertuang pada RPJMD 2010-2015 yaitu mewujudkan 

keadilani dan kemakmuran masyara~t Sumatera Barat, dan dengan 

dibentui(nya Jamkrida ini akan +pat mendorong pertumbuhan 

ekonomi\ 7,46 o/o pada akhir tahun 2Q15 nanti 
i 

Sel njutnya pada forum Paripurra 30 Juni 2011 ini Fraksi PAN 

menya paikan pertanyaan sekaitan ~engan upaya pemerintah daerah 

tersebut Fraksi PAN masih menya~gsikan data yang ada sekaitan 

·dengan Jumlah masyarakat yang ber9erak pada usaha ekonomi mikro, 

kecil, menangah dan koperasi, apala~i setelah keterpurukan ekonomi 

sumbar paska gempa bumi 2009 lalu, dan jangkauan Jamkrida yang 

akan dibentuk ini sejauh mana terhadap usaha yang dimaksud, serta 
' 

bagaimana jaminan yang dimaksud, apakah sama jaminan itu dengan 
I 

pinjamap kepada Bank atau menggunakan moral hazaar (jaminan 

yang ti~ak terlalu ketat kepada peminjam) karena tidak semua 

masyar~kat yang memiliki kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan 

penjamih kredit ini, dan sistem mana yang lebih cocok untuk kondisi 
. I 

Sumater Barat 
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Fraksi ingin kejelasan , kelompok s saran yang mana, apakah ada 

skala prioritas dalam penjaminan ini, karena selama ini terjadinya 

disparit~s atau ketidakadilan dalam emberikan fasilitas bantuan 
i 

ekonomi kepada masyarakat, apalagi asyarakat yang tak memiliki 
I 
! 

akses k perbankan \ . 

Ra cangan peraturan daerah plndirian perseronan terbatas 

merupa an upaya pemerintah d erah dalam meningkatkan 

perekonpmian rakyat melalui penjami kredit bagi. sektor usaha kecil 

menengah dan koperasi. Namun apa ah pemerintah daerah sudah 

mempersiapkan standar regulasi untu pemberian jaminan tersebut, 

karena perseroan ini merupakan meng nakan APBD, dan apakah data 
' 

base pemerintah terhadap kondisi usah kecH; nienengah dan koperasi 

· itu sudah ada, jangan jangan masih ata yang belum diperbaharui 
I 

sehingg~ program pembangunan di s ktor ini ber,jalan tidak sesuai 

· dengan : harapan, apakah pemerintah ~aerah sudah mempersiapkan · 

aparatu untuk ini yang ahli apa bidang1ya 

I 
D. · Ra perda tentang Irigasi i 

Surtlatera Barat termasuk provi si yang berbasis ekonomi 

pertanian,perkebunan dan budidaya pe ikanan darat, banyak sumber 

menyebutkan 50 °/o penduduknya hid p dari bertani. Oleh sebab itu 

· Pemerintah daerah tidak dapat mengab~ikan sektor ini. Untuk itu perlu 

regulasi , yang baku berbentuk peraturan daerah dan peraturan 

gubernulr, artinya perlu peraturan daerah yang berkaitan dengan 

irigasi ~an pegelolahan serta pendlstribusian air masyarakat yang . 

bergera~ dibidang pertanian, perkebunan dan perlkanan darat 

sehingg · dengan regulasi yang ditetapkan akan meningkatkan 

perekon mian pada masyarakat yang membutukan irigasi tersebut. 

Per bahan peraturan tentang irigasi undang-undang Nomor 11 

Tahun 1974 dan diganti dengan Undang~Undang Nomor 7 Tahun 2004 
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I 

menye~bkan tidak berlakunya PP N mar 77 Tahun 2001 dengan 

digantik n oleh PP Nomor 20 Tahun 2006 yang mana kepemilikan 

pengelo an air dari petani ke tan an pemerintah daerah · yang 

menimb lkan kewajiban-kewajiban merintah daerah mengelola, 
! 
I 

mengatur dan mendistribusikan keb tuhan air bagi rakyat yang 

mengantungkan ekonominya pada pertanian, perkebunan dan 

perikanan atau usaha/ekonomi yang m mbutuhkan irigasi. 

Pada kesempatan ini sebelum pe aturan daerah ini dibahas dan 
I 

dijadika~ regulasi daerah, Fraksi i gin pendalaman sehubungan 

dengan realitas irigasi yang ada pada wilayah pertanian , perkebunan 

dan peri~anan darat. 
' Apa ah kondisi irigasi di Sumater Barat sudah terdeteksi dengan 

akurat an konprehenship sehingg peraturan daerah ini dapat 

terlaksa a nantinya, · apakah kebut han masyarakat yang terpaut 
' 

dengan ;irigasi akan terpenuhi deng n model PP · 20 tahun 2006, 

kepemilikan air oleh pemerintah den an adanya transaksi yang tinggi 

dalam menegakan aturan, pengawa an, dan sulitnya pengontrolan 

penggunaan air dan permainan apara~ur di lapangan. 

Pada PP 20 -2006 disebutkan 1odal dasar pengelolahan irlgasi 

itu terdi~i dari 5 macam, yaltu keterserlaan air irlgasi yang kontinuitas, 

tekhnoldgi yang sepadan dari prasarana irigasi, struktur organisasi 

pelaksaia, sumber daya manusia, d~n finanslal yang cukup. Terkait 

dengan modal dasar pengelolahari irigasi itu Fraksi PAN ingin 

· kejelasa saudara gubernur,bagaimana ketersediaan air yang 

kontiuni as sepanjang tahun, bagaimana bila musim kemarau 

sehingga air menyusut, tekhnologi apa yang baru kita siapkan, apakah 

sudah dipersiapkan pelaksanaan organisasinya, dan sumber daya 

manusia yang kita miliki, serta besar anggaran yang kita butuhkan. 

Sebab ~alau hat itu belum terkondisi dengan baik maka peraturan 

daerah ~ni akan menjadi lembaran daerah yang tak berguna. 

I 

! 
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Saudar Gubemur, Pimp/nan da hadlrln yang saya hormatl. 

Setelah Fraksi Partai Amanat Nas onal menyampaikan pandangan 

umum ini terhadap 4 Ranperda, iharapkan · akan menghasilkan 

peraturan daerah yang kualitas serta mendorong tercapainya visi dan 

missi saudara gubernur sesuai apa y ng dimaksudkan dalam RPJMD 

2010-2915 yaitu menciptakan mas arakat Sumatera Barat yang 

madand adil dan makmur. 
! 

ikianlah Pemandangan Umu Fraksi Partai Amanat Nasional 

ini disa paikan, terima kasih atas per atiannya dan mohon maaf atas 

kekura gannya. · 

Wassa/1mu'alaikum wr. wb. ' ' 

· Padang, 30 JU I 2011 

. I 
FRAKSI PARTAI AMA AT NASIONAL 

DPRD PROPINSI SU TERA BARA T 

lr.lsrar Jalinus 

Juru bica. a, 

Indra Dt. Raio lelo. SH 

H. Asli Chaidir 
Muzli M.Nur, S.Pd · 

Indra Dt.Rajo Lelo, SH . 
Hj. Lei 'Pujianti 

Penasehat Fraksi 

Wakil Ketua Fraksi 
Bendahara Fraksi 
Anggota Fraksi 
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• 
FRAKSIPARTAIGERINDRA 

(GERAKAN INDONESIA RAYA) 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
JI. Khatib Sulaiman No. 87 Tclp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext : 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133 

PEMANDANGAN UMUM 
FRAKSI PARTAI GERINDRA 

PROVINS! SUMA TERA BARA T 
TERHADAP 

RANCANGANPERATURANDAERAH 
PROVINS! SUMATERA BARA T 

TENTANG 

1.RANPERDAPERUBAHANATASPERATURAN 
DERAH PROV. SUMBAR NOMOR 2, TAHON 2008 
TENTJ\.NG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA 
KERJA SEKRETARIAT DERAH DAN SEKRETARIAT 
DPRD PROV. SUMBAR, 

2.RANPERDA PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH PROVINS! SUMBAR TENT ANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI. DAN TATA KERJA 
DINAS DAERAH PROVINS! SUMATERA BARAT 

3. RANPERDA PENDIRIAN PERSEROAN (PT) 
PENJAMINAN KREDIT DAERAH 

4. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI 

Yang Terhormat : 

Disampaikan dalam Rapat Paripurna 
DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Kamis, 30 Juni 2011 
Juru Bicara .... 9./6?:~.8.t'.L,.~f(. .... 

Sdr. Gubernur Propinsi Sumatera Barat. 

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat. 



Sdr. Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Propinsi Sumatera Barat. 

Sdr. Sekretaris Daerah /Asisten/Kepala Badan/ Dinas/ Kantor Pemerintah 

propinsi Sumatera Barat. 

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi Se-Propinsi Sumatera 

Barat. 

Sdr. Pimpinan Partai politik, Ormas, OKP. 

Serta Rekan-reka·n Media Cetak dan Elektronik serta hadirin undangan yang 

kami muliakan. 

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat, 

Sebagai wujud syukur atas limpahan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Esa, patut kiranya jika pada kesempatan ini kita memuji dan memuja-Nya karena 

telah mengizinkan dan memberikan kesempatan lahir dan batin, sehingga pada hari 

ini kita masih dapat berkumpul dalam rapat paripurna dalam rangka Penyampaian 

Pemandangan Umum Fraksi terhadap 4 Rancangan Peraturan Daerah yaitu 

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Sumbar Nomor 2 Tahun 2008 

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 

dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumbar. 

2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat Nomor 4 

Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Prov. Sumatera Barat. 

3. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjam\tittan Kredit Daerah Prov. 

Sumbar. 

4. Pengelolaan lrigasi, 



Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat, 

Shalawat dan salam semoga senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad 

SAW, kepada keluarga, sahabat, serta kepada umatnya yang setia mengikuti 

risalahnya, tabah, dan sabar dalam menegakkan sunnahnya sampai akhir zaman. 

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

Pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan 

Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap 

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Sumbar Nomor 2 Tahun 2008 

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumbar. 

2. Pen1bahan Atas Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 

2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Ke1ja Dinas Daerah Prov. 

Sumatera Barat 

3. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamninan Kredit Daerah Prov. 

Sumbar. 

4. Pengelolaan Irigasi, 

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati, 

Mempelajari nota penjelasan Gubernur Prov. Sumatera Ba.rat mengenai 

Rancangan peraturan Daerah Prov. Smnatera Barat pada hari Jum'at 17 Juni 2011 

)'ang \a\u tentang: 



1. Pen1bahan Atas Perahrran Daerah Prov. Sumbar Nomor 2 Tahun 2008 

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumbar. 

2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 

2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Prov. 

Sumatera Barat 

3. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamninan Kredit Daerah Prov. 

Sumbar. 

4. Pengelolaan Irigasi, 

Maka kami dari Fraksi Partai Gerindra memberikan beberapa masukan dan saran 

yaitu: 

I. Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Sumbar Nomor 2 

Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Prov. Sumbar. 

a. Secara umum bahwa kebijakan keuangan , pegawai dan asset dilakukan oleh 

kepala daerah, Sehingga keberadaan fungsi pengelolaan asset Pemerintah 

Prov. Sumbar yang di koodinir oleh DPKD belum mendapat hasil yang 

optimal. Kami dari Fraksi Partai Gerindra sependapat dengan Gubemur, 

Bahwasanya pengelolaan terhadap asset daerah di koordinir langsung pada 

Sekretariat daerah dalam hal ini Biro Pengelolaan Aset daerah. Mengingat 

asset daerah men1pakan Investasi dari daerah kita sendiri, perlunya 

penjagaan dan penanganan khusus agar tidak ada lagi oknum - oknum 

tertentu yang menyalah gunakan asset daerah Prov. Sumbar. 

.s; 



b. Kami Fraksi Partai Gerindra secara prinsip mendukung tentang pen1bahan 

nomenklatur Asisten Ekonomi dan Kesehjateraan Rakya menjadi Asisten 

Perekonomian, pembangunan dan Kesra. Biro Administrasi k:erjasama 

Rantau yang semula berda di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum 

(Asisten III) menjadi dibawah koordinasi Asisten Perekonomian, 

Pembangunan dan Kesra (Asisiten II). Pengalihan fungsi perlengkapan pada 

Biro umum menjadi tugas dan fungsi pengelolaan Aset Daerah. 

II. Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat Nomor 4 

Tahon 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Prov. Sumatera Barat. 

Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

pembentukan · Organisasi dan tata kerja Dinas Provinsi Sumaetra Barat dilakukan 

k:arena adanya pemisal1an tugas dan fungsi pada 2 ( dua ) dinas daerah, yaitu 

pemisahan urusan pendidikan dengan urusan pemuda olah raga, serta pemisahan 

urusan koperasi dan UMKM dengan perindusrtian dan perdagangan masing­

masing diwadahi dalam satu dinas. 

a. Kami dari Fraksi Partai Gerindra menilai sudah sepatutnyan un1san 

pendidikan dan urusan pemuda olah raga, yang masing-masing pada satu 

dinas mempedomani undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system 

keolahragaan Nasional dan Undang undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang 

kepemudaan. Agar pelaksanaan fuJsi pendidikan serta fungsi pemuda dan 

olah raga lebih optimal dan efektif, untuk memudahkan pelaksanaan 

koordinasi pemerintah pusat yang un1san pendidikan serta urusan olah raga 

diun1s oleh dua kementrian. Kami dari Fraksi Partai Gerindra Mengharapkan 

setelah terpisahnya Dinas Pendidikan dengan Dinas Pemuda dan Olah Raga, 

supaya terjadinya komunikasi yang baik, mengingat dinas pendidikan dan 
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dinas pemuda dan olah raga mempunyai keterkaitan yang erat, agar dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya berjalan dengan optimal. 

b. Kami Menyarankan Dinas/ SKPD yang programnya besar seperti dinas PU, 

Dinas Keuangan, dll. seharusnya ada struktur Bidang Program,sehingga 

program kerja tertata rapi dan berjalan dengan baik, serta peranan dan 

fungsinya menjadi lebih optimal. 

c. Menyangkut urusan Pendidikan dipisahklan dengan urusan Pemuda dan 

Olahraga yang mana diperlukan keseriusan untuk berkoordinasi dan 

konsultasi masing-masing bidang urusan baik ke pemerintahan dalam hal ini 

masing-masing kemetrian maupun ke Pemerintahan Daerah Kabupaten 

/kota. Dengan memaksimalkan masing-masing urusan maka beban kerja 

yang selama ini berat dan strukturnya sempit dan terbatas serta tidak 

terakomodasi dapat teratasi sendiri. 

d. Pemisahan dinas koperasi, perindrustrian dan perdagangan menjadi dinas 

koperasi danUKM serta dinas Perindn1strian dan perdagangan dilakukan 

antara lain karena bebannya terlalu besar, di samping itu dalam pelaksanaan 
V 

koordinasi dan konsultasi dengan kementrian terkait ditingkat pusat 

dilakukan 3 (tiga) kementrian, sehingga tidak efektif dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsinya. 

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati, 

III. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah Prov. 

Sumbar. 

Bahwa perekonomian daerah Prov. Sumbar, secara signifikan didukung dan 

ditopang oleh kalangan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, yang 



menyebar diseluruh daerah Prov. Sumbar. Dukungan usaha Mikro, Kecil, 

Menengah dan Koperasi, menjadikan kekuatan ekonomi Prov. Sumbar sangat 

lentur/fleksibel dan mempunyai ketahanan ekonomi yang lebih kuat dibandingkan 

dengan daerah yang menyandarkan ekonominya kepada kekuatan segelintir 

kek:uatan ekonomi besar. Hal ini dibuktikan dengan ujian berbagai krisis 

multidimensi yang dihadapi oleh daerah Prov. Sumbar. Untuk hal itulah, perhatian 

dan dukungan pemerintah daerah Prov. Sumatera Barat terhadap usaha Mikro, 

Kecil, Menengah dan Koperasi sangat dibutuhkan, terutama kebijakan yang 

berorientasi untuk membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh 

kalangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, dalam rangka mengatasi 

dampak dari persaingan bebas dan perkembangan ekonomi global. Salah satu 

kendala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang mendasar adalah 

lemahnya kalangan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam 

memperoleh akses pennodalan, terutama dalam rangka memenuhi persyaratan 

jaminan yang harus disediakan, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh 

lembaga keuangan Bank maupun lembaga keuangan non-Bank. 

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka melalui pendirian Perseroan 

Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah Prov. Sumbar , melalui peraturan daerah, 

diharapkan bisa membantu usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 

memperoleh akses pennodalan melalui sumber-sumber pembiayaan dari lembaga 

keuangan Bank dan non-Bank, sehingga salah satu kendala usaha Mikro, Kecil, 

Menengah dan Koperasi dapat diatasi. 

Kami dari Fraksi Partai Gerindra berharap kendala-kendala lainnya seperti; 

aspek pemasaran, kualitas sumber daya manusia/SDM, manajemen dan 



penguasaan tekhnologi diatasi melalui kebijakan pemerintah provinsi Sumatera 

Barat, dengan kebijakan-kebijakan yang relevan. Dengan diatasinya kendala 

permodalan dan kendala-kendala lainnya, diharapkan ekonomi Sumatera Barat 

berkembang secara lebih cepat, dan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan 

kemiskinan secara signifikan, serta dapat ditingkatkannya pendapatan asli daerah 

dan mendorong tumbuhnya kalangan entrepreneurship/wiraswasta di daerah 

Sumatera Barat. 

Peningkatan akses Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada sumber 

pembiayaan men1pakan salah satu kebijakan pemerintah yaitu dalam upaya 

meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan Koperasi, 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

nasional dan daerah. Disamping itu juga dapat dilakukan melalui peningkatan 

peran perusahaan penjaminan kredit. 

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kerdit Daerah Prov. Sumbar 

dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi daerah dengan menggali 

potensi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, meningkatkan kesejahteraan 

rakyat di daerah, meningkatkan peran KUMKM dalam Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dan memperluas kesempatan kerja. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah, Pemerintah dan pemerintah daerah diberikan peranan untuk 

menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan 

dan kebijakan, yang menyangkut dengan pendanaan, sarana dan prasarana 

informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi 

dagang, serta dukungan kelembagaan. 



Kami menyarankan perlunya keseriusan pemerintah daerah Prov. Sumbar 

dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah, agar nantinya 

tidak akan tumpang tindih atau overleping dengan Askrindo. Sehingga menjadi 

mubajir., 

Dari mana Sumber permodalan pendirian Perseroan terbatas (PT) 

Penjaminan Kredit daerah. Apakah nanti tidak mengurangi kas keuangan daerah 

Prov. Sumbar, mengingat kondisi keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat pada 

saat sekarang ini, serta perekonomian masyarakat Sumatera Ba.rat yang masih 

terpuruk pasca Gempa 30 September 2009 yang lalu. 

Kami dari Fraksi Partai Gerindra menanyakan apakah ada analisa adanya 

pendapatan pada ~as keuangan daerah disamping dengan adanya pengeluaran, 

yaitu singkronisasi. 

IV. Pengelolaan Irigasi 

Pengelolaan irigasi adalah salah satu faktor pendukung utama bagi 

keberhasilan pembangunan pertanian ten1tama dalam rangka peningkatan serta 

perluasan tujuan pembangunan pertanian dari program swasembada beras menjadi 

swasembada pangan. 

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi 

untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, 

irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. 

Pengelolaan irigasi merupakan sektor pembangunan pengairan. Menjadi 

bagian tak terpisahkan dari pemanfaatan sumber daya air yang kita miliki. lrigasi 

sendiri sangat penting dalam menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan 



nasional. Oleh karena itu, pemanfaatannya perlu dikelola dengan baik dan tentu 

saja dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi dari masyarakat. 

Membangun irigasi pada era otonomi daerah ini mesti punya visi dan 

sustainable dimana partispasi masyarakat menjadi prinsip dasamya. Kondisi 

jaringan irigasi pada berbagai daerah Prov. Sumbar dalam keadaan rusak dan 

kurang berfungsi sebelum umur bangunan. Operasi dan pemeliharaan irigasi belum 

menunjukan kualitas pelayanan air irigasi yang adil dan merata. Dengan kondisi 

ini, memunculkan pertanyaan mendasar bagaimana sesungguhnya operasi dan 

pemeliharaan irigasi dimonitor dan dievaluasi. Berbagai program dan konsep 

model untuk memperbaiki pengelolaan irigasi telah banyak dilakukan, namun 

pengaruh perilaku masyarakat dalam pengelolaan irigasi partisipatif perlu 

dianalisis secara komprehensif. Oleh karenanya model pengelolaan irigasi 

memperhatikan kearifan lokal perlu dioptimalkan potensi dan inovasinya dalam 

pengelolaan irigasi. 

Agar dalam pengelolaan irigasi ini dapat berkoordinasi dengan SKPD yang 

terkait dengan program yang sama atau yang berkaitan antara kegiatan satu 

dengan yang berdampak dengan kegiatan dan program SK.PD lainya. Agar efisen 

dan tepat sasaran. 

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati, 

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Pai1ai Gerindra terhadap ,f 

LI) 
Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Sumbar Nomor 2 Tahun 2008 

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretaris 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumbar. 



l- Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat Nomor 4 Talmn 

2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Prov. 

S umatera Barat 

~- Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamninan Kredit Daerah Prov. 

Sumbar. 

~ Pengelolaan Irigasi, 

Akhin1ya kami mohon ampun-arkepada Allah SWT, dan dengan segenap 

kerendahan hati, kami mohon maaf kepada Sidang Paripurna yang terhonnat ini, 

jika ada salah kata dan penyampaian dalam Pemandangan Umum Fraksi Partai 

Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat ini. Karena kesempurnaan hayalah milik 

Allah semata.Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu Memberikan Taufiq dan 

hidayah-Nya kepada kita semua dala1n rangka pembahasan ini dan menjadi amal 

shaleh disisi-Nya. 

JVabillahitaufik wal llidayah 
,,Pl. z . .-, )-·:=tt /":" ·~,., -'..<.i ,.....,.---: ( 
Al.t~J~~ 0J~,J"/~-' 
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PEMANDANGAN UMUM 

FRAKSIPARTAIHANURA 

TERIIADAP 

1. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2008 

Pembentukan Organisasi dan. Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. 

2. Ranperda Perubahan atas Pierda Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi daq Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 

Sumatera Barat. 

3. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah 

Provinsi Sumatera Barat. 

4. Ranperda tentang Irigasi. 

I 

I 
Disampa~kan pada 

' \ ' • 

Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Tanggal Juni2011 

Bpk. DEDY EDr ARD, SE, MM 



Yth. Sdr. 

Bismillahhirahmanirrahim, 

Assalamu 'alaikum Wr. Wb 

• Gubemur dan Wakil Gubemur Sumatera Barat 

• Ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD Provinsi Surnatera Barat. 

• Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama 

ProvinsiSumatera Barat. 

• Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, ·fepala Badan, Dinas, Kantor 

dilingkungan Pemerintah Provinsi su4atera Barat. 

• Kepala Kanwil, Pimpinan BUMN / B~JMD Provinsi Sumatera Barat. 

• Rekan Wartawan, Undangan dan hadir~n yang berbahagia. 

Dengan segala kerendahan hati marilt kita persembahkan puji dan syukur 

kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat 4an karuniNya, hari ini kita hadir di 

gedung dewan ini dalam rangka _penyampaik~ Pandangan Umum Fraksi terhadap 
a"J ~ ~~~( (;~MA,t- ~ ~l 11 Ju~ l,fu · r:ki: 

ti ' 4 ( empat) Rancangan Perda terhadap .: ' 

1. Ranperda tentang Perubahan At s Perda Nomor 2 Tahun 2008 

Pembentukan Organisasi dan Tat Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumater Barat. 
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2. Ranperda Perubahan atas :Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi da:n Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 

Sumatera Barat. 

3. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah Provinsi 

Sumatera Barat. 

4. Ranperda tentang Irigasi. 

Shalawat beriring salam, kita persembahkan padajunjungan kita Nabi besar 

Muhanunad SAW, yang telah membrkan petunjuk serta bimbingan kepada 

umatnya dalam mengarungi kehidupan
1 
di dunia dan menghadapi kehidupan di 

akhirat hingga kita menjadi makin ta\qwa. Allahumma Salli 'Alla Sayyidina 

Muhammad, Wa 'Alla Ali Sayyidina Mupammad. 

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Haririn yang kami Muliakan ; 
I 

Sesuai dengan Peraturan Peme~tah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

organisasi perangkat daerah, telah aletapkan besaran Organisasi Perangkat 

Daerah berdasarkan besaranjumlah pen uduk, luas wilayah danjumlah APBD. 
. ' \ . 

Berdasarkan Variabel tahun 2008, Bes an Organisasi Perangkat daerah Provinsi 

Sumatera Barat · terdiri atas 3 Asisten dan 8 Biro pada Sekretariar Daerah, 

Sekretariat DPRD, 16 Dinas, 12 Lemb ga Teknis, daerah yang di atur dengan 
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Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, Nomor 3 Tahun 2008, Nomor 4 

tahun2008 dan nomor 5 Tahun 2008. 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat 

dilakukan karena adanya pemisahan tugas dan fungsi pada 2 ( dua) Dinas daerah 

antara lain 

a. Pemisahan urusan Pendidikan dengan urusan Pemuda dan olah Raga yang 

masing - masingnya dibawahi dalam satu Dinas yang berpedoman pada 

Undang - undang Nomor 2 tahun 2003 .tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
i 

Undang - undang Nomor 3 Tahun ~005 tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional dan Undang - undang Nomor ~O tahun 2009 tentang Kepemudaan. 

b. Pemisahan urusan Koperasi dan MKM dengan Perindustrian dan 

Perdagangan. 

Sumatera Barat merupakan daerah yan sebahagian besar perekonomiannya 

dibentuk oleh usaha mikro, kecil dan menenJah dengan penyerapan tenaga kerja 

yang culm besar.usaha Mikro, Kecil !lan Mlengah dan Koperasi (UMPM) ini 

mempunyai Potensi yang sangat besar untuk te s dikembangkan sebagi penggerak 

menyelesaikan masalah permodalan untuk embiayai kebutuhan modal kerja 
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maupun investasi.Pemenuhan pennodalan sangat diperlukan sekali untuk 

menjalankan usaha yang lebih baik dalam mengembangkan usaha. 

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, kecil dan menengah pemerintah daerah diberikan peranan untuk 

menumbuhkan iklim usaha dengan meneta;pkan peraturan penmdang - undangan 

dan kebijakan yang menyangkut dengan pendanaan, sarana dan prasarana, 

infonnasi usaha,kemitraan, perizinan us;<lha, kesempatan berusaha, promosi 

dagang, serta dukungan kelembagaan. 

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2008 tentang Lembaga 

Penjaminan, pemerintah telah melakukan uJ\>aya untuk meningkatkan akses kepada 

lembaga pembiayaan. Lembaga Penjaminan yang dimaksud dalam peraturan 
fl~~ 
~ ini adalah kegiatan pemberian \jaminan atas pemenuhan kewajiban 

financial penerima kredit atau pembiayaan b rdasarkan prinsip syariah. 

Penjamin kredit pada dasamya meru kan upaya untuk menjamin asset dari 

debitur (pihak yang akan memperolehjamin ) . 

.... Berdasarkan ketentuan Peraturan Pem rintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang 
. ' 

Irigasi diatur wewenang dan tanggung ja ab Pemprov dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dibidang pengembang dan pengelolaan sistem irigasi. 
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Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Hadirin yang kami Muliakan ; 

Setelah mendengar dan membaca Nata Penjelasan dan Naskah Akademik 

mengenai 4 ranperda tersebut, maka kami dari Fraksi partai Hanura merasa perlu 

menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting untuk dapat menjadi 

perhatian bagi saudara Gubemur dalam menetapkan kebijakan tentang peraturan 

Daerah selanjutnya dengan uraian sebagai berikut : 

I. Ranperda tentang Perubahan At~s Perda Nomor 2 Tahon 2008 
I 

Pembentukan Organisasi dan Ttta Kerja Sekretariat Daerah 

dan Sekretariat DPRD Provinsi S matera Barat. 
I 

1. Setelah mendengar, membaca Ranper4a tentang : PERUBAHAN PERDA 

NOMOR 2 TAHUN 2008 PEMBENTµKAN ORGANISASI DAN TATA 

KERJA SEKRETARIAT DAERAH D N DPRD PROVINS! SUMATERA 

BARAT clan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

serta Perda Nomor 2,3,4, dan 5 tahun 2\°08 ,SOTK Perangkat Daerah dapat 

dirampingkan dan ditinjau ulang un menghemat Anggaran Pemerintah 

Daerah dan APBD yang sudah kit~ ang arkan dapat memenuhi sasaran serta 
' 

target pembangunan yang sudah d encanakan.tidak seperti Laporan 

Gubemur pada APBD 2009-2010 yang erdapat sisa Anggaran lebih kurang 

300 milyar rupiah yang tidak termantaatkan . Mungkin saja sisa lebih 
\ 

angaran ini karena salah penempatan orangnya atau ketidak mampuan 
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orangnya untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan 

bidangnya. 

2. Organisasi Perangkat Daerah merupakan wadah pengorganisasian fungsi -

fungsi pemerintahan dan sebagai proses interaksi an.tar pemerintah daerah. 

institusi daerah, dan masyarakat di dae1~ah. Untuk itu kami harapkan dalam 

menyelenggarakan fungsi dan kewenalil.gan tersebut organisasi yang akan 

dibentuk harus benar - benar professional yang dapat menjalankan fungsi 

pemerintahan daerah secara efektif. I 

3. Dasar utama penyusunan perangkat da~ah dalam bentuk suatu organisasi 

adalah adanya urusan pemerintahan yank menjadi kewenangan daerah, yang 

terdiri dari urusan wajib dan urusanl pilihan, untuk itu kami menilai 

diperlukan sekali Penataan organisasi perangkat daerah yang dimaksud 

untuk meningkatkan produktivitas rgan1sas1. mengoptima1kan nilai 

pelayanan, mencapai hasil yang lebil masksimal, mengkonsolidasikan 

fungsi - fungsi dan menghilangkan t · gkatan dan pekerjaan yang tidak 

perlu, sehingga organisasi manu>tl me 

dalam rangka pelayanan, pemberday 

masyarakat. 

pe1ayanan yang optimal 

dan pengembangan ekonomi 

4. Pembentukan organisasi seharusnya did~sarkan pada pertimbangan urgensi 

sesuai kebutuhan dan kemampuan pembi yaan daerah. Untuk itu Pemerintah 
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Daerah perlu mengidenti:fikasi urusan yang konkrit dan potensial yang perlu 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, agar penataan organisasi 

perangkat daerah realistis, efisien, efeh.1:if sesuai dengan kebutuhan. 

5. Pengembangan dan penataan organisasi perangkat daerah dimaksud, dengan 

melakukan identifikasi urusan yang p~rlu diakomodasikan dan urgen untuk 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Identifikasi dilakukan dengan 

mengevaluasi terhadap organisasi }'iang ada untuk menentukan derajat 

urgensinya dengan menggunakan va1abel jumlah penduduk, luas wilayah 

danjumlah APBD. l 
I 
' 

6. Besaran organisasi perangkat daerah seharusnya memperhatikan dan 

mempertimbangkan faktor keuangan, l;(ebutuhan daerah, cakupan tugas yang 
! 

meliputi sasaran tugas yang harus di~rujudkan, jenis dan banyaknya tugas, 
I 

luas wilayah kerja dan kondisi geogr fis, jumlah dan kepadatan penduduk, 

potensi daerah yang bertalian dengan 

prasarana penunjang tugas. 

san yang akan ditangani, sarana dan 

7. Usulan Pemerintah Daerah ~~ mel an perombakan terhadap beberapa 

SKPD terutama Dinas Pendidikan, emuda dan Olah Raga serta Dinas 

Koperasi, Perindustrian dan Perdagan an menurut kami tidak efektif dengan 

memperhatikan besaran atau volume eban tugas dari urusan - urusan yang 

kan dipisahkan tersebut.untuk itu kami mohon penjelasan Pemerintah daerah 
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untuk melakukan perhitungan dan pengkajian yang lebih cermat terhadap 

besaran tugas masing - masing urusan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

8. Dengan dilakukannya perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 

DPRD Provinsi Sumatera Barat kami mengharapkan organisasi yang akan 

dibentuk tersebut benar - benar sesuai dengan relita kebutuhan lingkungan 

' 
dan masyarakat yang berdampak \epada kinerja organisasi secara 

keseluruhan.Dan Perda ini barns mengtcu kepada efisiensi dan efektifitas 

pelaksanaan kinerja Pemerintah daerah. 

II. Ranperda Perubahan atas Perda f omor 4 Tahun 2008 ten tang 

Pembentukan Organisasi dan f ata Kerja Dinas Daerah 

Provinsi Sumatera Barat. I 
\ 

\ 

1. Setelah mendengar, mempelajari. tentan PERUBAHAN PERDA NOMOR 

4 TAHUN 2008 PEMBENTUKAN O GANISASI DAN TATA KERJA 

DINAS DAERAH PROVINS! SUiv ATERA BARAT, Sehubungan 

Sumatera Barat masih belum pulih dari suasana Gempa 2009 kami Fraksi 

Hanura meminta kepada Pemprov un k memperhatikan efektifitas dari 
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SK.PD yang ada mohon penjelasan terhadap beban tugas pada masing -

masing SKPD yang akan dibentuk. 

2. Pemisahan Urusan Pendidikan dengan Pemuda dan Olah Raga dan 

Pemisahan Urusan Koperasi dan U MKM dengan Perindustrian dan 

Perdagangan sebaiknya terlebih dahulu perlu dilakukan pengukuran 

kelengkapan instrument dan kesiapan dari pejabat yang akan dtempatkan 

bukan saja hanya mengedepankan dinas ham tetapi hams betul - betul orang 

yang tepat menduduki jabatan terse but. 

3. Untuk penambahan SOTK yang fan mengelola aset daerah, pada 

prinsipnya kami dapat memahaminya. iNamun demikian, kami dari Fraksi 

partai Hanura meminta kepada Pemerintah Daerah pemebentukan SOTK 

s..elt~I' 
baru ini nantinya hams betul - betul : dapat menjamin aset daerah ~ 

dikelola dengan baik. 

4. Fungsi dari SKPD baru yang akan dib ntuk tersebut hams memperhatikan 

kewenangan atas Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan 

sebagaimana fungsinya dalam menga 
. ' ' 

ams perdagangan dan jasa dan 

membantu laju pertumbuhan ekonomi S 

5. Berhubungan dengan adanya penamb an SKPD ham maka secara tidak 

langsung akan berimplikasi terjadi enambahan biaya / belanja tidak 

langsung yang bukan langsung din· ati oleh masyarakat untuk itu kami 
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meminta dilakukan dilakukan pembahasan/ pengkajian secara intensif oleh 

masing - masing komisi dengan mitra dan dinas yang terkait. 

III. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah 

Provinsi Sumatera Barat. 

1. Setelah membaca tentang PENDIRIAN PERSEROAN TERBAT AS (PT) 

PENJAMIN KRIDIT DAERAH PRCtVINSI SUMATERA BARAT, kami 

Fraksi Hanura mendorong dan mend~g berdirinya Perseroan Terbatas 

(PT) Penjamin Kridit Daerah dalam n{ngka meningkatkan perekonomian di 

Sumatera Barat untuk membuka lapar~gan kerja barn ,meningkatkan usaha 

Mikro,kecil dan menengah ( UMKM:f( ) maka untuk itu perlu dipikirkan 
i 

resikonya dan beban yang ditang g oleh masyarakat, sehingga tidak 

menimbulkan masalah baru.Memang Rakyat membutuhkan modal dan 

uluran tangan Pemerintah untuk men embangkan usaha Mikro,kecil dan 

Menengah, kalau ~. 'ini st\ dah bisa di atasi pengangguran 

,kemiskinan akan berkurang clan rakyat semakin sejahtera inilah tujuan yang 

kita harapkan semua. 

2. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pen_ amin Kredit Daerah pada prinsipnya 

adalah untuk mendukung pengembang n usaha BKQ di Sumbar terutama 
U"'l<M 
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dalam mendapatkan akses modal.menurut hemat kami, apabila kita betul -

betul dapat memahami fungsi dan penman pendirian Bank Nagari yang salah 

satu fungsinya adalah untuk mendukung pengembangan usaha UKM di 

Sumbar, maka semestinya pendirian PT Penjamin Kredit Daerah tidak 

diperlukan. Berkenaan dengan hal tersebut, mohom penjelasan sampai 

sejauh mana peran dan fungsi Banik Nagari telah dilaksanakan untuk L_
1

., Pu 
1 

X¥f1. ~~- Pr fvJ~,v ~f.lQVf~ 

membantu dan mendukllllg pengembru11gan UKM di Sumbar 

3. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) enjamin Kredit Daerah ini hams 

mempunyai payung hukmn yang kuat arena menyangkut tentang kegiatan 

dan pengontrolan kegiatan - kegiatan kredit, dan harus jelas prosedur dan 

jaminan seperti apa yang akan dijalank~n. 

4. Dalam ha! pemberian Kredit piahk mrejemennya harus selektif terhadap 

pihak yang akan diberikanjaminan. \ 

5. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) ~enjamin Kredit Daerah ini hams 

menyiapkan sumber daya manusia dan kesiapan teknis operasional lainnya 
I 

yang harus dikelola oleh SDM_Yang credible dan professional. 
• 

IV. Ranperda tentang Irigasi. 

~' l"UIV\..(t(W'11l,h
0 

1. Setelah mentlesgar, Il).empeJajasi en-taag . RANPERDA TENT ANG 

IR1GASI Undang Undang Nomor Tahun 1996,Nomor 7 Tahun 

2004,Nomor 41 Tahun 2009, Nomor 20 Tahun 2006, dan Nomor 38 Tahun 
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2007 sangat perlu diatur melalui Perda sebagai tanggungjawab daerah 

Provinsi,Antar Provinsi berdasarkan kebijakan Nasional dengan 

mempertimbangkan kepentingan Provinsi sekitarnya. Begitujuga tentang 

pengembangan Sistem irigasi Primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas 

kabupaten /kota. Tentunya dengan pengaturan irigasi ini akan menambah 

peningkatan ekonomi petani baik dibi:dang perikanan darat maupun untuk 

mengairi sawah sehingga pendapatain petani semakin lebih baik dan 

sejahtera. 

2. Pengelolaan irigasi merupakan sektof pembangunan pengarran. Meajadi 

bagian tak terpisahkan dari pemanfaat{ill sumber daya air yang kita miliki. 

Irigasi sendiri sangat penting dalam I menunjang produksi pertanian dan 

ketahanan pangan nasional. Oleh karetja itu, pemanfaatannya perlu dikelola 

dengan baik dan tentu saJa dikemb~gkan sesuai dengan tuntutan dan 

aspirasi dari masyarakat. I 

3. Mengingat setiap daerah memiliki km~disi teknis jaringan dan sosiokultur 
I 

yang beragam, maka perlu adanya ped man penyerahan pengelolaan irigasi 
\ ' 

(PPI) secara jelas clan ri.Iici ses ai dengan kondisi dan situasi 

daerahnya.Keberhasilan dari penerap perda tentang Irigasi ini sangat 

tergantung dari dukungan Pemda sete pat dan instansi terkait, serta adanya 

komitmen dan disiplin yang tinggi dari ara pelaku pengelola air irigasi. 

12 



i 
1-

-~ 

i·· ... 

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi HANURA mengenai 4 ( empat ) 

Ranperda tentang : 

1. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2008 

Pembenukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. 

2. Ranperda Perubahan atas Perd:1 Nomor 4 Tahon 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Titta Kerja Dinas Daerah Provinsi 

Sumatera Barat. 

3. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah Provinsi 

Sumatera Barat. , 

4. Ranperda tentang Irigasi. j 

Sebagai implementasi dan resprentasi tri masyarakat Sumatera Barat, kami 

dari Fraksi Partai Hanura sangat menm.arapkan sekali peningkatan kinerja 

pemerintah daerah untuk mewujudkan p¢ningkatan kesejahteraan masyarakat 

sehingga tercapainya tujuan 

Sumatera Barat yang sejahtera 

pembangun~n 

I 

dalam mewujudkan masyarakat 

Dalam pelaksanaannya Fraksi Partai H nura tetap mengawal dan mengawasi 

seluruh program kegiatan yang akan d laksanakan oleh pemerintah daerah 
. ' \ 

• 
sehingga program - program tersebut hen anfaat dan menyentuh bagi seluruh 

lapisan masyarakat dan bagi pemerintah da rah program - program tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum maup n secara moral. 

----~ 
. I : -
I 
! 
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Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan 

dan kekhilafan. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Amin Ya Rabbal 

Alamin. 

W ABILLAID TAUFIG W ALHIDA YAH, 

WASSALAMMUALAIKUM W ARAHMATULLAHI WABARAKA TU. 

KETUA 

Padang, 30\Juni 2011 
i 
I 

~·! 

/ ·. ~--· \···-~--

r---lJ·· ': 
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SEKRETARIS 

0 GANI, SH I 

\ 

DEDY EDWARD, SE, MM 

PENASEHAT 

KETUA 

SEKRETARIS 

: H. M. TAUHID ! 

Ors. H. MARUS, M~ 
I 

: H. SUNARNO GANI,\SH 

: DEDY EDWARD, SE( MM 

BENDAHARA : H. HASWAN, BE 
. ' \ 

' 

14 

) 

) 
\; 
' 

_..,.. ___________ _ 
~----------........ ---·..:,.-· --------' 

-~ 



i~:\~i,:r.~:fti.: 

rl't' 

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 

Pemandangan Umum 
Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barnt 

Terhadap 4 (Empat) Ranperda Tentang: 

(l)Perubahan Atas Peraturatil Daerah No.2 Tahun 2008 tentang 
pembentukan Organisasi ~an Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat DPRD Propinsi Siumatera Barat 

(2)Perubahan Atas Peraturan Daerah No.4 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi 
Sumatera Barat. f 

(3)Pendirian Perseroan Terbata (PT) Penjaminan Kredit Daerah Propinsi 
Sumatera Barat 

1 

( 4) !rigasi ~ 

Disampaikan pa a Rapat Paripuma DPRD 
Provinsi Sumatera B~at tanggal 30 Joni 2011 2011 

-.::, '?r.-'~ r-+=>-..J~\ :;-- j...v..:...:;.., I .., :! ,~..,.., :.. ,1...- • ..,....,....,.s=-;::t;, ..,,-r 4 .-- I~ 

Puji syukur marilah sama sama kita aturkan kehadirat Allah SWT, 

karena berkat ridha dan karun·a-Nya kita diberi nikmat kesehatan dan 

kekuatan untuk dapat menghad· · Rapat Paripuma hari ini, dengan agenda 

Penyampaian Pemandangan u um Fraksi-fraksi Terhadap Ranperda . ' . 
' 

Tentang Laporan Pertanggungja aban Pelaksanaan APBD Tahun 2010. 

Selanjutnya salawat berir · g do' a keselamatan tidak Iupa pula kita 

kirimkan bagi junjungan kita abi besar Muhamniad SAW, yang telah 

mengangkat derajat manusia m njadi insan kamil dimuka bumi ini, dan 

kehadiran beliau sebagai pemba a rahmat untuk sekalian alam. 
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Yth.Sdr. Gubemur Sumatera Barat 

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Smnatera Barat 

Sdr. Muspida dan Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan 

Tinggi Agama Sumatera Barat 

Sdr. Kepala Dinas, Badan, dan Kantor dilingkungan Pemerintah 

Daerah Provinsi Sumatera :Barat 

Sdr. Pimpinan Ormas, Orsospdl, Tokoh Masyarakat, wartawan Media 

Cetak dan Elektronik, serd Hadirin yang berbahagia. 

Terlebih dahulu kami dari ~raksi PPP mengucapkan terimakasih 

kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami 

untuk menyampaikan Pemandangad Umum Terhadap 4 (empat) Ranperda 
I 

Tentang: \ 

(l)Perubahan Atas Peraturan Daera Propinsi Sumatera Barat No.2 Tahun 

2008 tentang pembentukan Orga isasi di Tata Kerja Sekretariat Daerah 

i 

clan Sekretariat DPRD Propinsi Slumatera Barat 
I 

(2)Perubahan Atas Peraturan Daera Propinsi Sumatera Barat No.4 Tahun 
' \ 

2008 tentang Pembentukan Or anisasi di Tata Kerja Dinas Daerah 

Propinsi Sumatera Barat. 

(3)Pendirian Perseroan Terbatas (P ) ijinjaman Kredit Daerah 

(4)Irigasi 
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Sdr. Gubernur, Pimpinan d.an Hadirin Yang kami Hormati, 

Setelah kami baca, pelajari dan diskusikan tentang nota pengantar 

Gubemur Sumatera Barat mengenai Rancangan ke 4 (empat) Perda 

Tersebut, maka kami dapat menyin1pulkan: 

I. Perubahan Atas Peraturan o:aerah Propinsi Sumatera Barat No.2 

Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi di Tata Kerja 

::::~ariat Daerah dan Seretariat DPRD Propinsi Sumatera 

Selanjutnya Fraksi PPP dapat ~emahami alasan yang dikemukakan 

oleh pemerintah untuk melaku an perubahan S OTK, hal ini sangat 

penting dilakukan dalam r gka legitimasi terhadap penataan 

Organisasi pada Sekretariat Pemerintah Daerah. Yang menjadi kunci 

atau srtesing dalam pemandang umum Fraksi PPP dalam perubahan 

Perda ini adalah harapan kita , etelah dilakukan pengalihan fungsi 

' I 

perlengkapan pada Biro• Umu , menjadi tugas dan fungsi Biro 

Pengelolaan Aset Daerah akan banyak kaitannnya mempermudah 
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Setelah dikelola aset daerah ini pada biro tersendiri dapoat dituntaskan 

permasalahan aset yang merupakan problem atau masalah berat yang 

mengganjal pada LHP-BPK pada tahun lalu, tentu ini akan menjadi 

harapan kita semua, kiranya masalah aset ini tidak lagi menjadi masalah 

warisan yang. merupakan Residu masalah dari Pemerintah-pemerintah 

masa lalu. 

Kemudian perubahan nomenkla Sub Bahagian pada bagian bantuan 

hukum dan bagian Pembinan dan engawasan produk Hukum Kab/Kota 

di Biro Hukum, dalam hal ini kami menyarankan karena semakin 

beratnya beban pennasalahan hu 
I 

m dan masih banyaknya penyalah_!!t­

gunaan kewenangan dan korupsi disana sini, untuk lebih memberikan 

daya tangkal yang tingggi bagi ab/Kota kami menyarankan kiranya 

bagian Hukum di Kab/Kota yan setingkat Eselon III karena semakin 

berat nya tugas dan fungsi bagian hukum ini, sudah selayaknya Bagian 

ini dapat ditingkatkan struktur Org · sasi nya setingkat Eselon IIB. 

' \ 
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Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati, 

2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.4 

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi di Tata Kerja Dinas 

Daerah Propinsi Sumatera Barat. 

c---.~ -/t. J.., Didalam Pandangan Umum ini: Fraksi 1Kami ingin melakukan stresing 

terhadap pokok permasalahan yang kita bahas, Peraturan SOTK ini 

jangan berorientasi kepada keb1~tuhan struktur, tentu menjadi harapan 
! 

kita semua ~ berorientasi ~epada program yang realistis, bukan 

karena struktur tersedia sesuai dd!gan Undang-undang 

~ .> Khusus mengenai Dinas Pen idikan, Pemuda dan Olahraga akan 

menjadi 2 (dua) dinas, masing-m sing: 

a. Dinas Pendidikan 

b. Dinas Pemuda dan Olahraga 

Dalam hal ini Fraksi kami me arankan kiranya 2 (Dua) Dinas ini 

dikelola dalam satu atap dalam angka efisiensi sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan, karena kita heh m sepenuhnya lepas dari krisis akibat 

gempa beberapa tahun lalu, jug karena kehadiran dua dinas dalam 

perubahan Perda ini adalah me pakan beban yang sangat berat oleh 
' ' karena itu kita jangan terJebak k pada pola yang tidak kritis atau pola 

mumpung. Sebagai propinsi yan hanya memiliki sumber pendapatan 

yang konfensional kita belum 1 gi menemukan sumber-sumber barn 

pendapatan seperti kebanyakan aerah lain, makanya perlu juga kita 

berfikir ulang untuk mempergem k SOTK ini tentu kita akan memilih 

ramping struktur kaya fungsi dar pada gemuk struktur miskin fungsi 

atau program. 
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C vll· Kalau kit.a teliti nota penjelasan Gubemur SOTK ini sebenamya cukup 

besar penambahan stuktur yang diusulkan kalau kita bandingkan degan 

yang ada sekar:mg bertambah 2 ( dua) Dinas Daerah dan 1 (satu) Biro 

Pada Sekretariat Daerah. Catat.an kita pada penambahan Dinas-dinas 

dan Biro ini adalah dalam kondisi keuangan daerah belum 

menguntungkan, apalagi kita kaikan dengan krisis kita pada dewasa ini, 

belum mungkin kita membiayai pembangunan gedung barn, problemnya 

akibat bencana gempa belum terselesaikan sepenuhnya, apabila kita 

bandingkan dengan propinsi-pn~pinsi lain dalam masa-masa sulit ini 

lebih cendrung melakukan perantpingan birokrasi. 

Dalam melakukan perubahan P rda ini, Pemerintah Sumatera Barat 

harus memperhatikan antara I in mengenai susunan birokrasi dan 

kelembagaan an nya yang a ,a. Penataan susunan birokrasi dan 
! 

kelembagaan yang ada dilingkur gkan pemerintah Propinsi Sumatera 

Barat harus bersifat Fraktis tidal Frakmatis sehingga dapat dijadikan 

dasar untuk menjalankan kew\enangan yang dimiliki atas dasar 

Peraturan yang berlaku jangan f emboyan kit.a melakukan pelayanan 

prima kepada masyarakat hanya Ii s service belaka. 

Selanjutnya terkait dengan belum optimalnya pelayanan 

public, kami menyarankan perl ya dilakukan reformasi birokrasi 

dengan cara menyempurn~an ind· a tor atau parameter yang digunakan 

untuk mengukur atau mengevalua i kinerja aparatur birokrasi. Selain itu 

kinerja aparat birokrasi juga haru di ukur dari seberapa jauh tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Public yang 

diberikan. Seiring dengan hal t rsebut aparat Pemerintah Propinsi 

Sumatera Barat hams mampu meningkatkan Responsibilitas dan 

akuntabilitas aparat birokrasi. 
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Sehubungan dengan perubahan struktur pada SOTK tersebut. 

Bagaimana caranya memcnuhi kekurangan pegawai, kami juga 

memerlukan tambahan penjelasan kira-kira berapa personil 

penambahan pegawai yang dibutuhkan dengan perubahan struktur 

dengan perubahan Peraturan <ilaerah ini. 

Kalau kita lihat secara organisasi dan secara operasional pembentukan 

organisasi Perangkat Daerah harus menjamin peningkatan kualitas 

pelayanan (pelayanan yang pri:ma). Pengertian nya adalah pembentukan 

organisasi daerah bukan berorientasi pada stuktur akan tetapi pada lebih 

kepada fungsi organisasi dan , ptimalisasi program. Sehingga eksistensi 

SOTK mampu menjamin tert pang dengan kuat pencapaian Program 

Pemerintah Daerah. Sehingga perubahan Dinas dan Lembaga Teknis 

Daerah hams mencerminkan 
I 
emua kewenangan Pemerintah Propinsi 

dalam melaksanakan urusan w)!ib dan urusan pilihan yang me1upakan 

amanat dari peraturan yang ber\akn. 

Perlu juga kami nyatakan di ini bahwa dengan adanya reformasi 

birokrasi tentunya Pemerint h Propinsi Sumatera Barat telah 

merencanakan menyiapkan ge ung baru karena akan menimbulkan 

kesulitan jika 1 (satu) kantor Dinas menjadi 2 (dua) Dinas yang 

sederajat, tidak perlu, b'erpis h tempat, jika tujuan nya adalah 

peningkatan pelayanan maka se arusnya berada dalam satu atap dan ini 

berarti pula menyiapkan peren anaan walau dapat disiasati dengan 

merenovasi gedung yang sudah ada, Jika itu tidak dilakukan dengan 

cermat maka berdampak pada m culnya beban baru yang sangat berat 

terhadap perobahan APBD 2011 an APBD 2012 yang akan datang. 
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Seterusnya Fraksi PPP sangat berharap kepada pemerintah daerah 

melalui Gubemur agar akibat perobahan SOTK ini mengakibatkan 

penambahan PNS dengan jumlah besar, sebab jika demikian maka akan 

terjadi pemborosan dan bukan efisiensi. Reformasi birokrasi yang 

berdampak penambahan pegawai berarti menambah beban APBD, 

sedangkan penempatan pegawai adalah hak dan kewenagan Gubemur 

dalam hal ini Fraksi PPP berh4r'ap semoga tidak salah pilih dan tidak 

pilih yang salah tetapi ha~s berdasarkan kepada kompetensi, 
I 

profesional, dan proporsional se1i1:a tidak cacat hukum. 

Akhirnya Fraksi PPP menY' ankan kiranya pada pembicaraan 

Perubahan Perda ini pada ti gkat selanjutnya perlu dilanjutkan 

mengkritisi rancangan ini secar, teknis dan operasional, hal ii,i akan 

bermanfaat bagi pemerintah untu melakukan pengawasan yang terukur 

efekiif dan efisien. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati, 

3. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah 

Propinsi Sumatera Barat 

Roh untuk melahirkan Perda Pendiri Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan 
' \ 

' Kredit Daerah karena persoalan-pe soalan yang dihadapi oleh petani, 

pengusaha mikro kecil dan menengah di Sumatera Barat yang selalu dalam 

kesulitan mendapatkan pinjaman mo al untuk penunjang perkembangan 

dan keberhasilan usaha yang digelutin) a. 
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Dimana pun di Sumatera Barat yang namanya Petani usaha mikro, kecil dan 

menengah selalu mengeluh kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal, 

hal ini disebabkan diantaranya karena tidak adanya jaminan/Boroh untuk 

kredit yang mereka ajukan, Fraksi PPP berharap dengan kehadiran PT 

penjaminan Kredit daerah ini persoalan-persoalan petani, pengusaha mikro 

dan menengah yang kesulitan men~apatkan pinjaman modal dapat teratasi. 

Disamping itu untuk mendirikah PT penJallllilan Kredit Daerah ini, 

Pemerintah Propinsi Sumatera barat harus memisahkan sebahagian 

kekayaan dan menempatkannya pa a Peseroan sebagai pernyertaan modal 

yang jumlahnya tidak sedikit. 

Fraksi PPP memandang kehadiran PT Penjaminan Kredit daerah ini hams 

di pikirkan dan di tela"ah sede "kian rupa supaya hasil yang dicapai 

seimbang dengan upaya dan mod 1 yang dialokasikan untuk pendirian PT 

Penjaminan Kredit Daerah serta O erasional nya nanti. 

' ' 
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Yang kami yakini bahwa kredit-kredit yang dapat diberikan jaminan adalah 

usaha-usaha yang terukur kinerjanya, terkelola dengan baik, punya pasar, 

untuk itu kami menyampaikan kepada Gubemur supaya meningkatkan 

kinerja SKPD terkait sehingga dapat membina Petani usaha mikro kecil 

menengah supaya mereka masuk kategori usaha yang layak diberi kredit. 

Kita melihat kenyataan hari ini,: masih banyak kredit-kredit yang tanpa 

agunan yang dicanangkan oleh Kementrian Koperasi dan UKM yang masih 

tidak tennanfaatkan bahkan hany\ sebagian kecil terealisir. 

Ini disebabkan karena usaha me1 eka belum memenuhi standar kelayakan 

untuk diberikan kredit, dengan k ta lain usaha-usaha kita ini belum layak 

dipersandingkan dengan usaha-us ha maju di dalam pasar bebas, sekali lagi 

kami katakan ini lah tugas Gub mur dan SK.PD terkait untuk membina 

secepat-cepatnya dengan penu kesabaran sehingga petani beserta 

pengusaha mikro kecil dan mene gah kita menjadi usahawan yang layak 

mendapatkan kredit. 

\ ' 
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Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati, 

4. Irigasi 

Mengenai Rancangan Perattrr'.an daerah Propinsi Sumatera Barat tentang 

pengolahan lrigasi Fraksi PPP Menyampaikan pemandangan sebagai 

berikut: 

Bahwa Irigasi merupakan salall satu faktor pendukung utama keberlanjutan 

dan keberhasilan pembangunan pertanian untuk mewujudkan ketahanan 

pangan, sesuai dengan Kep endagri Nomor 22 tahun 2003 tentang 

pengaturan wewenang tugas d tanggungjawab lembaga pengelola Irigasi 

Propinsi dan Kab/Kota. Keprv enkeu Nomor 298/ HMK.02/2003 Tentang 
' 

pedoman Penyediaan dana P~ngelolaan Irigasi Kab/Kota. Kepmen Pu 

Nomor 390/KPTS/01/2007 ten ang status daerah Irigasi yang pengelolaan 

nya menjadi wewenang d 

Propinsi/Kab/Kota. 

tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah 

Semua peraturan tersebut sud mengatur diseluruh aspek kewenangan, 
' ' 

administrasi, pembiayaan (fin cial) dan aspek manfaat. Akan tetapi 

peraturan yang sudah ada terse ut bagus dalam teorinya karena peraturan 

dalam kebijakan dimasing-ma · g yang punya kewenangan sangat jauh dari 

harapan, ini terbukti karena ma ih banyak peraturan-peraturan dasar Irigasi 

masyarakat Petani yang masih adisional jauh dari pelayanan dan sentuhan 
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pemerintah sehingga masyarakat petani susah untuk memenuhi 

kebutuhannya untuk berproduksi swasembada dan lain-lain sebagainya, 

pertanyaan nya kini apakah dengan kehadiran Perda ini sudah mampu 

mengatasi kebutuhan-kebutuhan minimal masyarakat pertanian atau sasaran 

malah akan lebih menjauhkan Pemerintah dari Masyarakat Petani, karena 

masing-masing yang kewenangan salin lempar tanggungjawab. 

Bagi aparat yang ditempatkani di unit Pelaksana Teknis Peririgasian, 

menurut Fraksi PPP perlu diadat evaluasi secara terukur dan teratur serta 

mengenai profesionaliti maupunl semangat untuk merubah pola kerja lama 
i 

kepada pola kerja yang barn yan_g terencana, terukur dan mengandung nilai 

manfaat yang tinggi. bahwa jan~an karena profesional sesorang dipandang 
! 

dari gelar dan lama bertugasn) a saja, karena mungkin saja gelar itu 

dijadikan alat untuk memampu rr tujuan perencanaan mensejahterakan 

masyarakat Petani dilain pihak fakta berbicara dari sejak lama bahwa 

sampai sekarang masyarakat peta i tetap menderita atau termarginalkan 

' ' 
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Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati, 

Untuk lebih Detail dan lebih mendalam lagi tentu akan kita bahas 

pada tahapan pembahasan berikutnya. 

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi PPP Terhadap ke 4 (Empat) 

Ranperda tersebut diatas. 

Billahit taufik wal hidayah 

Padang, 30 Juni 2011 

Fraksi PPP I 

DPRD Propinsi Sumater! Barat 

wtf 
Drs. 

BA 
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PROVI SI SUMATERA BARAT 

FRAKSI ARTAI DEMOKRAT 
Jln. Kl,atib Sulai an No. 87 Telp. 0751- 7057591 E\.1.190 

PEMANDANGAN UMUM RAKSI PARTAI DEMOKRAT 

TE 

RANCANGANPERATURANDAE 

AP 

PROVINS! SUMATERA BARAT 

' \ . 
' 

1. PERUBAHAN ATAS P RDA NOMOR.2 TAHUN 2008 

TENTANG PEMBENTU ORGANISASI DAN TATA 

KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT 

DPRD PROVINSI SUMA ERA BARAT 

2. PERUBAHAN ATAS P*RDA NOMOR.4 TAHUN 2008 

TENTANG PEMBENTU~N ORGANISASI DAN TATA 

KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARA T 

3. PENDIRIAN PERSERO~ TERBATAS(PT)PENJAMINAN 

KREDIT DAERAH PRO~INSI SUMATERA BARAT 

4. PENGELOLAAN IRIGASI 
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Yth.Sdr.Gubemur Provinsi Sumater 

Yth.Sdr. Pimpinan dan Anggota DP Propinsi Sumatera Barat. 
I 

Yth.Sdr.MUSPIDA dan Ketua Petjgadilan Tinggi Provinsi Sumatera 
l 

Barat. 

Yth.Sdr.Ketua Partai Politik tingkat Sumatera Barat 

Yth.Sdr.Sekretaris Daerah/ Kep la \Dit'las /Badan/Kantor/Kantor 

Wilayah/ dan Lembaga lingkun an Pemerintah Daerah Provinsi 

Sumatera Barat. 

Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan edia cetak dan elektronik serta · 

undangan yang berbahagia. 

Yth.Bpk/Ibu/Sdr.hadirin dan hadira~ yang kami hormati. 

Sdr.Pimpinan DPRD,Guberµur ,MUSPIDA, serta hadirin dan 
hadirat yang kami muliakan. I 

Dengan mengucapkan puji 4an syukur Kehadirat Allah SWT, 

yang senatiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita 

semua yang telah dapat hadir pada rapat Paripuma DPRD Provinsi 

Sumatera Barat, dalam rangka p:enyampaian Pemandangan Umum 

terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang 

Perubahan atas PERDA Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 

Provinsi Sumatera Barat Perubahan atas PERDA Nornor 4 Tahun 2008 

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Propinsil Surnatera Barat, Pendirian Perseroan Terbatas (PT) 
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Pemjaminan Kredit Daerah Prov nsi Sumatera Barat dan Pengelolaan 

lrigasi. 

Shalawat beriring Salam k ta sampaikan untuk Junjungan kita 

Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah meninggalkan pedoman 

hidup yaitu Al Qoran dan Sunnah asullullah . 

Izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besamya 

kepada pimpinan sidang, Pimp· an Dewan dan Sdr.Gubemur yang 

telah memberikan kesempatan epada kami untuk menyampaikan 

Pemandangan Umum Fraksi P rtai ,>emokrat terhadap Rancangan 

Peraturan Daerah Provinsi Sum tera Barat tentang Perubahan atas 

PERDA Nomor 2 tahun2008 tent g Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Daerah dan s
1 

kretariat DPRD Provinsi Sumatera 

Barat. Perubahan atas PERDAJ Nomor 4 Tahun 2008 Tentang 

Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Propinsi 

Sumatera Barat, Pendirian Perserqan Terbatas (PT) Pemjaminan Kredit 

Daerah Provinsi Sumatera Barat d~ Pengelolaan Irigasi. 

Sdr.Pimpinan DPRD,Gubernur dan hadirin yang kami muliakan. 

Setelah mendengar, memba4a dan memperhatikan Penyampaian 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang 

Perubahan atas PERDA Nomor 2 tahun2008 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 

Provinsi Sumatera Barat Perubahan atas PERDA Nomor 4 Tahun 2008 

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Propinsil Sumatera Barat,Pendirian Perseroan Terbatas (PT) 

Pemjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pengelolaan 

Irigasi, oleh Sdr. Gubemur pada tanggal 17 juni 2011 yang lalu. 
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Kami Fraksi Partai Demo at menyampaikan beberapa saran 

dan pendapat untuk menjadi bah pertimbangan bagi kita semua dalam 

membahas Rancangan Peratur Daerah Provinsi Sumatera Barat 

tentang Perubahan atas PE A Nomor 2 tahun2008 tentang 

Pembentukan Organisasi dan ata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Perubahan atas PERDA 

Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pe bentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Propinsil Sumater Barat, Pendirian Perseroan Terbatas 

(PT) Pemjaminan Kredit Dae ah Provinsi Sumatera Barat dan 
. 

Pengelolaan Irigasi tersebut sebag i betiktit : 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tetang Pemerintahan 

Daerah menyebutkan, bah dalam rangka pelaksanaan Otonomi 

Daerah yang luas, nya a dan bertanggung jawab serta 

Penyelenggaraan Pemerint an Pembangunan dan Pemberian 

Pelayanan kepada Masyaratat secara Efektif dan Effisien sesuai 

dengan Kebutuhan Daerah danPeraturan Pemerintah Nomor 41 

tahun 2007 tentang Organisr5i Perangkat Daerah serta Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 yang telah diubah 

dengan Peraturan Meteri D~am Negeri Nomor 56 tahun 2010 

tentang Petunjuk Tekhnis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, 

secara jelas menyebutkan bahwa Organisasi Perangk:at Daerah 
' 

dapat dilakukan perubahan sesuai dengan nilai bobot daerah. 

Untuk Provinsi Sumatera Barat dapat dilakukan perubahan yang 

diusulkan 8 Biro menjadi 9 ditambah Biro Pengelolaan Asset 

Daerah dan 16 dinas menjadi 18 ditambah Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan,Dinas Pemuda dan Olah Raga. 



Kami Fraksi Partai emokrat mempertanyakan apak:ah 

landasan teoritis yang sdr ubemur sampaikan tidak melakukan 

analisa dan memperhitu gkan dampak terhadap Keuangan, 

Pelengkapan, fasilitas dan ersonil yang hams dipersiapkan oleh 

Pemerintah Daerah, agar Sdr Gubemur mengingat apa yang 

diamanatkan UU No 32 tahun 2004 tersebut adalah 

penyelenggaraan 

bertanggungjawab efisien 

dan pembangunan yang 

Apakah dengan bertamb ya\ kequtuhan terhadap Keuangan, 
' 

Perlengkapan,. Fasilitas d Personil dengan segala tuntutan dan 

keperluannya akan lebih baik dana untuk tersebut diarahkan 

untuk meningkatkan k sej ahteraan rakyat yang tingkat 

kemiskinan dan pengangur masih tinggi. 

Apabila SOTK ini nanti I terujud seperti rencana yang Sdr 

Gubemur sampaikan m~a pertanyaan selanjutnya adalah 

peng1s1an SOTK terseb~t tidak: terlepas dari Kolusi dan 

Nepotisme yang diisi olei kelompok tertentu teman, keluarga, 

tim sukses atau permainan\ Politik Uang. Kami ingin ketegasan 
i 

dan jaminan sdr Gubemur tidak akan terjadi hal tersebut diatas 

demi untuk Sumatera Barat dan Rakyat Sumatera Barat. 

Secara teoritis bahwa pengisian Struktur Organisasi sesuai 

dengan Prinsip The Right Man on The Right Please 

menempatkan Personil yang baik (memenuhi persaratan aturan) 

pada tempat yang cocok. Untuk itu hams dilakukan Analisa 

J abatan dan analisa Personil dan Fit and Profertest sehingga tidak 

terjadi pengisian struktur atas dasar Kolusi dan Nepotisme. 
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Kondisi tersebut harus dimulai semenjak proses 

Rekruitment/penerimaan peg wai yang bersih jujur dan benar hal 

ini sebenamya telah berlal maka terdapatlah PNS yang 

tidak/kurang Proporsional. 

Pertanyaan kami mampu dan maukah Sdr Gubemur menegakkan 

peraturan dan ketentuan ldalam menjalankan pelaksanaan 

Pernerintah Daerah Provinsi umatera Barat dalam hal pengisian 

dan penempatan aparatur. 

2. Khusus dalam proses pe gisi~, .Struktur Organisasi kami 
' 

menerima informasi ad oknum tertentu yang mengaku 

dekat/ada kedekatan dengan f dr Gubemur minta sumbangan atau 

proyek tertentu untuk pembi,yaan umat kepada dinas tertentu hal 

inilah yang kita khawatiian dan mohon ketegasan serta 

penjelasan Sdr.Gubemur. 

3. Peraturan Pemerintah Nomqr 38 tahun2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan an a Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah K upaten dan Kota dijelaskan bahwa 

Pemerintah Provinsi mem. unyai tugas Kordinasi, Pembinaan 

dan Pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten dan Kota. 

Pemerintah Kabupaten dan :Kota mempunyai hak Otonomi yang 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota 

diwilayahnya artinya wilayah Operasional Pemerintah Provinsi 

sudah dicover dalam wilayah Kabupaten dan Kota. 

Pertanyaan kami apakah dengan perubahan SOTK ini akan 

terjadi peningkatan Kinei:ja,Hasil Kerja dan Prestasi Kerja 

aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sesua1 



dengan Behan Kerja Sa an Kerja Perangkat Daerah(SKPD) 

terutama dengan penamb an dinas Pemuda dan Olah Raga yang 

masih dapat dikelola ole Dinas Pendidikan asal penempatan 

personil yang tepat. 

4. Untuk perubahan beban kerja Dinas Pengelolan Keuangan 

Daerah dengan memisahk fungsi Pengelolaan Asset Daerah 

menjadi beban kerja ekretariat daerah pada Asisten 

Administrasi Umum sud cocok karena permasalahan Asset 

Daerah tersebut perlu penrggan yang sungguh - sungguh dan 

baik. 

Pertanyaan kami apakah s , r. Gubemur akan bersungguh-sungguh 

mengelola asset daerah yang cukup banyak masalahnya 

pengelolaan barang inven aris Daerah yang telah diinventarisasi 

atau belum dan menindalf lanjuti basil temuan BPK RI pada 
I 

APBD tahun 2009 yang la~u. 

5. Apakah sdr Gubemur tel4 .melakukan evaluasi kinerja dan basil 

kerja aparatur untuk tin~at Provinsi dan kordinasi dengan 

Pemerintah Kabupaten dan Kota, karena dalam kenyataan 

apabila pimpinan tidak ada ditempat/dikantor maka pelayanan 

menjadi berkurang, tegasnya banyak pegawai yang ikut dinas 

diluar inilah gambaran kinerja aparatur yang perlu disiplin yang 

jelas dan tegas. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah serta Pt:raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

57 tahun2007 yang telah diubah dengan Peraturan Meteri Dalam 

Negeri Nomor 56 tahun 2010 tentang Petunjuk Tekhnis Penataan 
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Organisasi Perangk:at Daer , menyebutkan bahwa Organisasi 

Perangkat Daerah dapat dil kan perubahan sesuai dengan nilai 

bobot daerah. 

Kami Fraksi Partai De okrat mempertanyakan apakah 

landasan teoritis yang sdr G bemur sampaikan tersebut belum 

dan tidak melakukan anali a dan memperhitungkan dampak 

terhadap Keuangan,Pelengk pan, fasilitas dan Personil yang 

hams dipersiapkan oleh emerintah Daerah, kami mohon 

penjelasan Sdr Gubemur apa yang ,diamanatkan UU No 32 tahun 

2004 tersebut adalah pe yelenggaraan Pemerintahan dan 

pembangunan yang bertang ungjawab efisien dan efektif sudah 

terlaksana. 

7. Bahwa pertimbangan clan ~asan untuk memisahkan urusan 

Pemuda dan Olah Raga nienjadi suatu dinas dengan alasan 

kordinasi dengan Pemerintah Pusat kurang tepat karena untuk 

meningkatkan prestasi Olal) Raga didaerah dapat dilakukan 

dengan menyediakan dana, tasilitas dan kwalitas bagi atlit yang 

cukup. 

8. Pemisahan urusan Koperasi dan UKM dengan Perindustrian dan 

Perdagangan yang memerlukan personil, dana dan fasilitas yang 

cukup banyak. 

Pertanyaan kami apakah pernisahan ini akan dapat meningkatkan 

pembangunan bidang tersebut sekaligus meningkatkan 

pendapatan Daerah, diharapkan pe11jelasan dan analisa yang jelas 

terhadap perkiraan kondisi kcdepan. 
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9. Alasan pendirian Persero Terbatas (PT) Penjaminan Kredit 

Daerah Provinsi Barat disebutkan untuk 

menumbuhkan iklim Us a Mikro, Kecil, Menengah dan 

Koperasi serta untuk m ningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 

Daerah seolah-olah merup an pertimbangan yang sangat bagus 

namun kebijaksanaan Pem rintah Daerah Cendrung mematikan 

UMKMK dengan semakin banyak bertumbuhnya pasar Modem, 

Mall, SuperMarket, Mini arket yang mendapat izin Pemerintah 

Daerah Provinsi, Kabupate dan Kota. 
' \ . 

' 
Pertanyaan kami apaka Pemerintah Daerah mendirikan 

Perseroan Terbatas(PT) P njaminan Kredit Daerah Provinsi 

Sumatera Barat hanya un k memenuhi Kehendak sekelompok 

orang/aparatur tertentu sa a secara formal tanpa analisa yang 

komplit/lengkap dengan akibat dan dampaknya terhadap 

perekonomian rakyat, ya+g dalam Kebijaksanaan mematikan 
' 

pasar tradisional yang dike ola oleh UMKMK. 

Untuk perbandingan bagi ·ta bahwa pada berita hari Rabu yang 

sangat menarik diperhati an adalah tukang becak di Solo 
i 

Demontrasi mendukung Wiali Kota Solo yang menolak pendirian 

Mall di Kota Solo oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah 

dan menolak pemyataan Gubemur J awa Tengah mengatakan 

W ali Kota Solo bodoh karena tidak memberi izin pendirian Mall 

dikota Solo. 

Pertanyaan kami mana Koperasi yang bisa berkembang secara 

mandiri karena Koperasi berkembang karena didukung dengan 
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12. Pasal 12 masa jabatan Dire si 4 (empat) tahun sedangkan masa 

jabatan Komisaris 3 (tig ) Kenapa berbeda masa jabatan. 

sedangkan pasal 11 menye utkan Pengelola Perseroan Direksi 

dan dewan Komisaris. 

13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tetang Pemerintahan 

Daerah menyebutkan ,bahw dalam rangka pelaksanaan Otonomi 

Daerah yang luas, nya a dan bertanggung jawab serta 

Penyelenggaraan Pemerint an Pembangunan dan Pemberian 

Pelayanan kepada Masyar at separa Efektif dan Effisien sesuai 

dengan Kebutuhan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 

tahun 2007 tentang Pem agian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah,Pemerintah Da rah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten dan Kota yan memberikan kewenangan kepada 

Pemerintah Daerah Provin i untuk menyelenggarakan kegiatan 

Pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, termasuk 

kegiatan Keirigasian yang 
1

ersifat lintas Kabupaten/Kota. 

Wewenang dan TanggunJawab dalam Rancangan Peraturan 

Daerah Provinsi Sumater~ Barat tentang Pengelolaan Irigasi 

pasal 5 dan pasal 9 ada;lah wewenang dan tanggungjawab 

masyarakat petani, sehingga pertanyaan kami berapa dan 

bagaimana wewenang dan tanggungjawab Pemerintah 

Kabupaten/Kota seolah-olah tidak ada, yang diatur adalah 

penyerahan wewenang Kabupaten/Kota dalam pasal 7 dan 8 

mohon penjelasan Sdr.Gubcmur. 

14. Mengenai Organisasi atau lembaga Pengelola irigasi diatur 

berdasarkan jenis irigasi scperti Jaringan irigasi tersier dikelola 
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oleh P31\ Jaringan Irigasi ekunder dikelola oleh GP3A dan 

Jeringan Irigasi Primer dikel la oleh IP3A pertanyaan kami apa 

peranan Pemerintah Kabupa endan Kota mohon penjelasan Sdr 

Gubemur. 

15. Pasal 53 sampai pasal 60 mengatur tentang larangandan diikuti 

dengan pasal 78 dan 79 mengatur tentang saksi terhadap 

larangan tersebut,Pertanyaan kami siapa atau Lembaga apa yang 

akan menyelidik, menyid · dan memberikan sanksi terhadap 

pelanggaran tersebut mohon enjelasn Sdr Gubemur. 

16. Pasal 31 yang mengatur recana tata tanam tidak jelas 

tanggungjawab dinas m a kami sarankan diperjelas dan 

dipertegas wewenang dan ggungjawab dinas apa. 
I 

1 7. Mengenai pembiayaan pen~embangan dan pengelolaan pasal 68 

dan pasal 69 jelas tanggun~ jawab Pemerintah Kabupaten!Kota 

mohon penjelasan pengatur~ dan tanggungjawab tersebut. 

Demikianlah beberapa hal y~g menurut pendapat kami Fraksi 

Partai Demokrat DPRD Prov~nsi Sumatera Barat untuk menjadi 

perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan ditunggu 

jawabannya serta bahan bagi anggota DPRD Provinsi Sumatera 

Barart,yang akan membahas dalam sidang-sidang komisi-komisi dan 

gabungan Komisi secara mendalam untuk kesempurnaannya . apabila 

terdapat kesalahan dan kek:urangan dalam saran dan pertanyaan kami 

mohon maaf dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. 
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BILLAHI TAUFIK. WALHIDAYAH, ASSALAMMUALAIKUM.WR.WB. 

Padang 30 Juni 2011. 
FRAKSIPA AIDEMOKRAT 

DEW AN PERWAKI AN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI S MATERA BARAT, 

~- ::(l 
H.M.NURNAS. ST ~ 

Penasehat 

Wakil Ketua 

Anggota: 

: JR.YULTE 

1. LISW ANDI.SE. 

2. HASRANITA.SH.MH. 
I 

3. ERNAWATITANJUNG I 
4. H.BUZARMAN 

5. JR.H.NOVRILANAS. 

6. H.NOFRIZON 

7. ID.ZAHARAHASNI. 

8. H. DODI DEL VI SE. 

Sekretaris, 

\ ' 

.MM. 

OT.INT AN BANG.MM.MBA. 

9. ELDI SUTRISNO.DT.INTANBATUAH. 

10.DRS.SY AMSUL BACHRI Y AHY A DT.LUBUK BANDARO. 
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FRAKSI PART I GOLKAR 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINS! SUMA: ERA BARAT 
Jalan Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 - 57592 - 57593 Fax. (0751) 59328 Padang 25133 

PEMAND. NGAN UMUM 

FRAKSI p.- ;RTAI GOLKAR 

OPRD PROVIN SUMATERA BARAT 

@ 

1. Perubahan atas Peraturan Daera Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 
2008 Tentang Pembentukan Org nlsasl dan Tata ker]a Sekretariat Daerah 
Dan Sekretarfat Dewan Perwa Ian Rakyat Daerah Provins) Sumatera 
Saraf. 

2. Perubahan atas Peraturan Dae ah Provlnsl Sumatera Barat Nomor : 4 
Tahun 2008 Tentang Pemben kan Organisasi dan Tata Kerja Dines 

• 
Daerah Provinsi Sumatera Barat. \ , · 

3. Pendirfan Perseroan Terbatas (PT)IPenjamln Kredlt Daerah. 
I 

4. Pengelolaan lrfgasi. \ 

Disampaikan PadJ Sidang Paripuma 
KAMIS, 30 JUNI 2011 

UO':"L_,-•...., .. ~~1-
~,!. ;Z."Y-°1~;::,;.,,.~ ..... ..1,.6 ..--,: (1 
.J..Jts_p~~ ~_,~..,..>~ 

Alhamdulillah Hirabbila'lamih wassalatu wassala mua'la 
asrofilombio · woo' loolihi wobshabihi Rasulillahi ajmoin, 
Asshaduallaillahaillallah waashad~anna Muhammad ~SUllullah 
lanabiaba' do, I 

I 
Yang Kami Hormati: 

» Sdr. Gubernur Sumatera Barat 
>- Sdr. Ketua, Wakil Ketua don Anggota DPRD Prov. Sumatera 

Barat 
» Sdr. Muspida Provinsi Sumatera Barat 
» Ketua Pengodilan Tinggi don Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Provinsi Sumatera Barat 
» Sdr. Sekdo, Asisten, Ka. Kanwil, Kepala Dinos, Badon, Kantor don 

Lembaga Provinsi Sumatera Borat 
~ Sdr-sdr kami Pimpinan Partoi f>olitik, Ketua LKAAM, Bundo 

Kanduang, Ormos, LSM, don rekan--rekan kami Wartawan 
Media Cetak don Elektronik, serta lembaga-lembaga lainnya 
don seluruh Undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu 
persatu. 
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Segala puji don syukur bagi Alla Rabb semesta Alam, pencipta 
langit don bumi, Pembuat ke elapan don cahaya. Shalawat 
don salam senantiasa tercura kepada Syaidina Muhammad, 
penutup para nabi don rasul Beliau telah memberi khabar 
gembira don peringatan, janji an ancaman. 
Melalui-Nya pula dia memb ri petunjuk kepada manusia 
kejaian yang lurus yaitu jalan llah, pemilik segalo yang ado 
dilangit don di bumi Alha, S sungguhnya kepada Allahlah 
semua urusan akan dikembalik n, wa ba'du. 

Dan pada hari inilloh kita sudoih diberi kesempatan pula untuk 
berkumpul dengan khidmatny~ di Ruang Sidang DPRD Provinsi 
Sumatera Barat terhormat ini, dalam rangka menghadiri Sidang 
Paripurna untuk mendengarka penyampaian Pemondangan 
Umum Fraksi - Fraksi atas Ran angan Peraturan Daerah, yang 
sudah disampaikan sdr Guber ur pada sidong Paripurna DPRD 
Provinsi Sumatera Barat Tan gal, 17 juni yang lalu yaitu 
Rancangan Peraturan daerah entG1ng~ 

1. Perubahan atas Peraturan aerah Provlnsl Sumatera Barat 
No. 2 Tahun 2008 Tentang P mbentukan Organlsasi dan Tata 
kerja Sekretariat Daerah d n Sekrefariat Dewan Perwakilan 
rakyat Daerah Provinsi Sum tera Barat. 

2. Perubahan afas Peraturan aerah Provinsi Sumatera Barat 
Nomor 4 Tahun 2008 Tentaryg Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Dinos Daerah Prdvinsi Sumatera Barat. 

3. Pendirlan Perseroan Terbato1 (PT) Penjamln Kredit Daerah. 
4. Pengelolaan lrigasi. , 

Saudara Gubernur, Plmpinan ~an Hadlrln Yang kami Muliakan 

I 
lzinkanlah Kami Pada kesempatan ini untuk menyompaikan 
ucapan terima kasih, kepada pimpinan Paripurna atas telah 
diberikannya kesempatan Fraksi Partai Golkar untuk 
menyampaikan Pemandangan umum terhadap empat 
Ranperda tersebut diatas. 

Kami Fraksi Partai Golkar perlu menyampaikan apresiasi yang 
setinggi tingginya kepada saudara Gubernur /Pemerintah 
Daerah yang telah menjadi lnisiator untuk melakukan 
Perubahan atas duo Peraturan Daerah SOTK ini don juga atas 
adanya keinginan Saudara Gubernur untuk memisahkan urusan 
Pemuda don Olah Raga rnenjadikannya sebagai Dinos 
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Pemuda don Olah Raga, w laupun ditinjau dari kelahirannya, 
Peraturan daerah ini masih tergolong muda usia, yaitu lahir 
pada tahun 2008. 
Peraturan Daerah Nomor 2 an Nomor 4 Tahun 2008 ini selain 
merujuk kepada Undang-U dang don Peraturan Pemerintah 
tersebut diatas, jugo sudah memperhitungkan sesuai variable, 
jumlah penduduk, luas ilayah don jumlah Anggaran 
Pendapatan don Belanja Daerah yang akan membiayai 
Perangkat Daerah tersebut. amun mungl<ln atas pengamatan 
don evatuasi Pemerintah D arah, Perda ini sudah tidak lagi 
sesuai dengan tuntutan k rja soot ini, yang mungkin tidak 
dapat meningkatkan kin rja saudara Gubernur sendiri, 
walaupun Peraturan Peru dang undangan yang menjadi 
rujukan Peraturan Daerah ini belum lagi dirubah oleh 
Pemerintahan Pusat, yaitu ndang-Undang Nomor 32 tahun 
2004 tentang Pemerintah D erah,' Undang-Undang Nomor 38 
Tahun 2007 tentang; Pem9agian Urusan Pemerintahan don 
Pemerintah, Pemerintahan daerah provinsi don pemerintah 
Daeroh Kabupaten/Kota don peraturan pemerintah nomor 41 
Tahun 2007 ten tang Organis si perongkat daeroh. 

Saudara Gubernur, Pimpina , anggota DPRD dan Hadirin Yang 
kami muliakan: I 

I 

l 

Pada pembahason Ro1perda tingkat kedua ini kami 
akan mengajukon beberapa pertanyaan don memohon 
penjelasan kepada sauda~~Gubernur tentang duo Ranperda 
Perubahan SOTK ini yoitu Ra perda Perubahan terhadap perda 
No.2/2008 don no.4 /2008 se , agai berikut: 

1 . Dalam penjelasan Noto Gubernur terhadap perubahan 
Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisosi don Tata Kerja Sekretariat Daerah 
don Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, dimana ado 
terjadi perubahan dengan penambahan 2 {duo) Din as dari 
16 Dinos menjadi 18 Dinos , 1 (satu) biro dari 8 (delapan) Biro 
menjadi 9 (Sembilan} Biro. 
Begitu juga pembdhasan otas Perda Provinsi Sumatera Barat 
Nomor 4 Tahun 2008 tentong Pembentukan Organisasi don 
Tata Kerja Dinos Daerah Provinsi Sumatera Barat, dimana 
akan terjadi perubahan yoitu Dinos Pendidikan, Pemuda don 
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Olah Raga dipisah jadi 2 (d a) Dinos yaitu Dinos Pendidikan 
don Dinos Pemuda dan Ola Raga. 
Kemudian Dinos Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 
menjadi Dinos Koperasi da UMKM don Dinos Perindustrian 
dan Perdagangan. 
Dengan penambahan D nos, Biro tentu akon diiringi 
penjahot eselon,structur I don fungsional, diikuti 
penombahan fasilitos lainn a, sehingga akan memperbesar 
pembiayaan doerah dalam APBD. 
Berkaitan dengan keterang n diatas,mohon penjelasan Sdr. 
Gubernur sejauh mana k siapan Sumber Daya Manusia 
(SOM) yang berkualitas memenuhi persyaratan) untuk 
mencapai tujuan yang ing n dicapai dalam Pemerintahan 
don Pembangunan, hal ini bisa dikaitkan pernyataan 
Gubemur soot setelah di antik hanya 30 % PNS yang 

' 
berkualitas. Oleh karena itu apd jaminan dari Gubernur atas 
penambahan Dinos, Biro an jabatan lainnya akan lebih 
baik kinerja aparatur Pemeri tah Daerah?. 

I 
2. Apa yang mendasari sou arc Gubernur untuk melakukan 

perubahan terhadap perat ran daerah nomor. 2 tahun 2008 
Tentang Pembentukan Org nisasi don Tata kerja secretariat 
Daearah Dan secretariat D~wan Perwakilan rakyat Daerah 
Provinsi Sumatera Barat, don Perubahan atas Peraturan 
dearah provinsi sumatera sdrat Nomor 4 Tahun 2008 Tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinos Daerah 
Provinsi Sumatera Baral, moton penjelasannya. 

3. Jika saudara Gubemur menlilai sekorong te~adi peningkaton 
nilai variable menjadi 78 , yang hanyo dijodikan indikator 
untuk mempergemuk Perangkat Doeroh, komi raso itu belum 
cukup, karena yang sang<lt peting perlu diperhitungkan 
sejauh mono Anggaran Pendapatan don belanja Daerah 
dapat mendukungnya , apakah Pendopotan Daeoroh 
sudoh meningkot, jongon sampai akibat penambahon 
struktur ini okon membuat onggaran di sektor Pendidikan, 
kesehaton don belanjo public khususnya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat don pengentasan kemiskinan 
serta Sektor Infra Struktur menjadi berkurang untuk itu mohon 
penjelasannya. 
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4. Dengan perubahan Peratu an daerah nomor 2 tahun 2008 
don nomor.4 tahun 2008 ini akan terjadi penambahan 
perangkat daerah yaitu seb gai berikut: 

1 . Eselon IIA = 2 
2. Eselon 118 = 1 
3. Eselon IIIA = 13 
4. Eselon IYA = 19 

Dengan Kata lain SOTK Prov nsi Sumatera Barat akan menjadi 
gemuk, don ini tentu ak n menambah beban Belanja 
Daerah, untuk 35 jabatan Alparatur Pemerintah, yang sudah 
kami coba menghitung a on terjadinya angka tunjangan 
jabatan yang akan menjadi kurang lebih Rp. 1.000.000.000,­
(Satu Milyar} setahun, be! m lagi jika ditambah dengan 
perjalanan dinas serta tunj ngan lainnya, untuk itu mohon 
penjelasannya. 

' \ . 
' 

5. Penambahan belanja yon . juga akan meningkat adalah 
untuk pengadaan saran

1

a don prasarana Aparatur, 
kendaraan dinas, gedung k<pntor don peralatan kantor, yang 
tidak sedikit, , diperkirakan I tiga gedung kantor kendaraan 
dinas don sarana lain akan rln\ enghabiskan keuangan daerah 
kurang lebih RP. 25.000.000.000,-- ( duo puluh limo miliyar), 

I 

untuk itu mohon penjelasan.\ 

Saudara Gubenur hadirin yang ltami muliakan, 

Lebih Lanjut karena saudara ~ubemur mengajukan ranperda 
sekaligus empat buah, tentlu kami juga perlu mengkritisi 
Rancangan Peraturan daerqh yang ke tiga yaitu tentang 
Pendirlan Perseroan Terbatas (PT) Penjamln Kredit Daerah . Kami 
dari Fraksi Partai Golkar sangot merasa gembira don senang 
karena saudara Gubernur sudah dapat memikirkan 
pertumbuhan dunia usaha yang sedang terpuruk saat ini. 

Topi perlu diingat bahwa Pendirian Perseroan Terbatas 
Penjamin Kredit ini adalah pengelolaaan usaha beresiko tinggi 
don Padat Modal, karena salah satu persyaratan yang di 
tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
222/PMK.10/2008 bahwa Lembaga Penjamin lingkup Provinsi 
harus mempunyai modal clisetorkan sekurang kurangnya 
Rp.50.000.000.000,00 (limo · puluh miliyar), melihat kepada 
Ranperda ini yang didirikan bersama Koperasi Pegawai Negri, 
Cuma akal-akalan saja, yan~J penyertaan Modalnya hanya 
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Rp.50.000.000,00 (limo puluh juta} dari Modal Dasar Rp. 
200.000.000.000,00 (duo ratus mi iyar} atau hanya 0,25 permil. 

Berikut ini kami sampaikan pertanyaan sebagai berikut: 
1. Menurut hemat kami dala pengelolaannya PT.JAMKRIDA 

yang akan didirikan Peme ·ntah daerah ini tidak akan 
mungkin mampu bersaing d ngan Lembaga Penjamin yang 
ado di Sumatera Barat saat i i, seperti PT ASKRINDO (BUMN). 
Pada PT.Askrindo setiap ebitur yang dijaminnya tidak 
dibebani dengan koleteral, ntuk Jaso Konstruksi dijaminnya 
100 % apakah PT Jamkridb sanggup bersaing dengan 
perusahaan tersebut, jika Per

1 

ero ini hanya akan menambah 
beban bagi debitur atau pemohon kredit yang akan 
menjadikan beban berga da, maka perlu dilakukan 
pemikiran ulang, untuk itu mo on penjelasannya. 

' 

2. Pada dasamya Perusahaan renj~m;n Kredit ini adalah juga 
usaha untuk mencari keur)tungan, yang sangat rentan 
dengan kerugian, jika terjadi kredit macet, apakah saudara 
Gubernur sudah siap mem ertaruhkan keuangan Daerah 
atau uang rakyat untuk ini, u tuk itu mohon penjelasannya. 

3. Pada tahun 1988 Pemerinta
1

h menggulirkan kredit KIP don 
KMKP, don terjadilah, musiboh secara nasional Debitur KIP 

I 
dan KMKP mengalami kre9it macet. Lembaga Penjamin 
waktu itu adalah PT ASKRlf'IDO, tidak mampu membayar 
tagihan klem dari Bank, sehingga PT ASKRINDO Kolep, 
akhirnya untuk mempertahahkan PT ASKRINDO terpaksalah 
Pemerintah melakukan penyJJntikan dona, apakah hal yang 

I 

paling terburuk sudah ikut dikaji don dipersiapkan 
antisipasinya, mohon penjelasannya. 

4. Yang paling sederhana res·iko awal yang akan diterima 
adalah Perusahan harus membayar orang yang profesional, 
ahli perbankkan don ahli ansuransi, duo atau tiga tahun 
pertama modal akan tersedot untuk membayar tenaga 
profesional tsb, karena perusahaan baru dalam rangka 
mencari.bentuk don jati diri, serta mencari pasar yang tepat, 
karena sekarang proteksi tidak zamannya lagi, untuk itu 
mohon penjelasannya?. 
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5. Jika PT. Jamkrida a Penjamin Kredit Daerah) ini 
tetap berdiri, dan pe sahaan ini tidak mampu 
mengembangkan potensin a maka Pemerintah Daerah 
akan meproteksinya, teruta a debitur di Bank nagari yang 
nota bene adalah guru dan egawai negeri, akan dibebani 
setiap mengajukan keridikit kan diwajibkan dijamin oleh PT 
Jamkrida, sehingga akan terj di biaya ganda bagi pegawai 
negri untuk mendapatkan k dit, yaitu bioyo administrasi di 
PT Jomkrida ditamboh kolet ral don profisi di Bank, sebab 
pihok perbankan tidak bers dia honyo menerima jaminan 
dari Lembaga penjamin saja, untuk itu mohon 
penjelasannya. 

6. Dalam Noto Penjelasan G bernur disampaikon Pendirian 
Lembaga Penjaminon Kre it di' · Sumotero Barat yang 
dituangkan dalam Perda su~ah merupakan suatu kebutuhan 
yang menjadi prioritas /utamo untuk meningkatkan 
aksesibilitas usaha mikro, keqil, menengoh serta para petani, 
nelayan don peternak ke F.rbankan, dengan tambahan 
modal pengusaha kecil, enegah don nelayan serta 
peternak dapat berkembon" . 
Kalau dipahami substansi penjelasan Gubernur terhadap 
Pendirian PT. Penjaminan ~redit Daerah ini, Fraksi Partai 
Golkar depot memahami, 1arena seakan-akan masyarakat 
miskin maupun masyarakat 

1
yang tidok memiliki modal atou 

akses ke lembaga keuangon baik kelompok petanL neloyon, 
peternak, usaha kecil ddn menengah akan terbantu, 
dimudahkan don teratasi i masalah yang membelitnya 
selama ini. Nomun demikian kami Fraksi Partai Golkar mohon 
penjelasan Gubemur, apakah tugas yang sangat ideal ini 
dapot berjalan secara baik implementasikan sesuai yang 
dijelaskan dalam Noto Gubernur itu? Apa jaminan dari 
Gubernur bahwo Perda PT. Penjaminon Kredit Daerah dapat 
dinikmati (didapatkan) oleh semua lapison masyarakat don 
tidak disalahgunakan atau hanya melayani kelompok 
masyarakat tertentu saja? Apa langkah-langkah strategis 
don teknis yang disiapkon termasuk kerja sama dengan 
lembaga keuangan lain agar nantinya Perda ini bisa 
berjalan dengan baik. 
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Dari uraian kami diatas, pada dasarnya, Pendirian Lembaga 
Penjamin Daerah ini sangatlah ulia, namun perlu kajian yang 
sangat mendalam don tidak me jadi beban bagi Badon Usaha 
yang memerlukannya. 

Saudara Gubernur hadirin yang berb 

Pada Noto Penjelasan Gubernur Su atera Barat yang disampaikan 
pada Rapat paripurna DPRD Provinsi umatera Barat tanggal 17 Juni 
2011 yang lalu juga ikut disampaikan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pengelolaan lrigasi. 
Rancangan Peraturan Daerah ini su ah sangat lama kita tunggu­
tunggu, sesuai dengan amanat Un ang undang Nomor 20 tahun 
2006 tentang lrigasi don Peraturan P merintah nomor 42 tahun 2008 
tentang pengelolaan Sumber Daya ir. 
Guna untuk memperkaya Rane ngan peraturan daerah ini 
izinkanlah kami menyampaikan bebe apa hal antara lain: . 

\ . 
' 

1. Dalam Konsideran Mengingat elum lagi dimasukkan Undang 
undang nomor : 26 tahun 2 07 tentang tata ruang don 
Peraturan Pemerintah No. 26 

1 
entang Renea no Tata Ruang , 

apakah ini tidak punya relefans dengan irigasi untuk itu mohon 
penjelasan karena Peraturan , aerah Provinsi sumatera barat 
tetang Rencona Tata Ruong sudah disohkon mako okan lebih 
baik pada konsideran mengingot dapat juga dimuat Peraturan 

I 

daerah tentong Tata Ruang. I 
; 

' 

2. Banyak Daerah lrigosi sekara~g sudah berubah fungsi, don 
mengakibatkan investasi yang /ditonamkan pemerintah seperti 
contohnya di Kabupaten Posaron Borat, DI. Batang Tongor, DI 
Batang Batahon, DI Batang Kalpor/ Ampu, DI Botong Biluan, DI 
Batong Pinoga, don DI Batong Partupangon, Jaringon irigasi 
yang sudah don akan ditingalkan oleh Daerah irigosinya, hanya 
ado sebahagian kecil dari Doerah lrigasi yang berfungsi sebgai 
sawah don lahan pertanian, don 7 5 % beruboh menjadi 
perkebunan sawit , untuk itu perlu pada Ranperda ini diatur 
tentang perubahan fungsi lahan pertanian yang dialiri oleh 
irigasi teknis, setengah tehnis atau irigasi sederhano. Untuk itu 
mohon penjelassan sudah berapo luosnya perubahan lahan 
pertonian terutamo sawah yang sudah beruboh fungsi menjadi 
perkebunon sawit, don sejouh mono . Ranperda ini dopat 
mengamankon kawosan Budi Daya untuk itu mohon 
penjelasannyo. 
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3. Karena diwilayah Sumatera arat banyak saluran irigasi yang 
berasal dari saluaran iriga i tradisional yang sebelumnya 
dibangun oleh masyarakat se ara swadaya, sehingga banyak 
saluran mgasi yang mela ui bawah bangunan rumah 
masyarakat don rumah ib doh, maka untuk tidak terjadi 
penzafiman terhadap masya~ kat nantinya Ranperda ini harus 
ado aturan peralihan yang m ngatur tentang bangunan yang 
sudah didirikan diatas bangu an irigasi sebelum Ranperda ini 
lahir. 

4. Banyak Sumber irigasi yon menjadi kewenangan Provinsi 
ataupun Pemerintah, yang umbernya, berasal dari Sungai, 
Mata air seperti Danau, Tasik, telaga dan kolam, yang menurut 
pengamatan kami dari Fraksi partai Golkar, sudah mulai 

' mengalami penyusutan sum er airnya, menurut hemat kami 
untuk mengatasi kekuranganj ir ini tidak hanya cukup dengan 
menambah air dari sumber ain akan tetapi harus dilakukan 
pengawasan don pemelihar an terhadap kecment area nya. 
Mahon penjelasan?. I 

Demikianlah Pendapat PemandJngan Umum ini disampaikan, 
mohon maaf atas kekhilafan don t4nma kasih atas perhatian 

WabillahlttauffJ Walhidayah 
..-9..!'.~/%l~~/-h/~-d.,..........:. ( 
AlJ~~:JU~J~f/~...' 

Padang, 39 Juni 2011 

FRAKSI PART11 GOLKAR 
DPRD PROVINS MATERA BARAT 

Ketua, 

~icara 

VJJ 
Ors. ASRIL KASOEMA 
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PANDANGAN UMUM 

FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI 

TER,ADAP 

I 
1. RANPERDA TENtANG PERUBAHAN 

PERDA NOMOR TAHUN 2008 

2. PERDA TENTAN PERUBAHAN PERDA 

NOMOR 4 TAHU 2008. 
I 

3. RANPERDA PEN IRIAN PT PENJAMIN 

KREDIT . '\ 
' 

4. RANPERDA TEN ANG IRIGASI 

Kamis, 3 luni 2011 
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PANDANGAN UMUM 
FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI 

TERHADAF 
EMPAT RANPERDA 

Bismillahirrahmanirrahim 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua 

YTH. 

YTH. 

YTH. 

YTH. 

YTH. 

Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat 
. I 

Saudara Ketua dan W~kil Ketua beserta Anggota DPRD 

Provinsi Sumatera Bar~t. 
I 

Saudara Muspida, Ket~a Pengadilan Tinggi dan Ketua 

Pengadilan Tinggi Aga a Provinsi Sumatera Barat 

Saudara Sekda, Asis en, Kepala Dinas/Badan dan 

Kantor dalam Lingku gan Pemda Provinsi Sumatera 

Barat 

Saudara · Pimpinan Part1i Politik, Ormas, LSM, rekan­

rekan wartawan media 1cetak, elektronik, multi media 
. \ ' 

beserta Hadirin dan ha irat yang kami muliakan 

Puji don Syukur senantias hanya kepada Allah, SWT 

karena atas limpahan rah at don karuniaNya kita masih 

diberikan kesempatan da kesehatan lahir batin untuk 
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dapat hadir dalam rapat Paripurna mengenai Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 201 O Provinsi Sumotera Barat. 

Selanjutnya, Salawat beriring salam mari kita hadiahkan 

kepada junjungan alam. Nobi besar Muhammad SAW 

yang telah mewariskan Alquran dan Hadis sebagai 

landasan hidup bagi semua makluk di muka bumi ini. 

Pimpinan Sidang dan Hadirin ang Kami Muliakan 

Terima kasih kami sampaikar kepada pimpinan sidang 

yang telah memberikan keser patan don waktu kepada 

kami menyampaikan Par,dangan Umum Fraksi 
I 
I 

Perjuangan Reformasi terh · dap Ranperda tentang 

Perubahan atas Perda 2 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi d n Tata Kerja Sekretariat 

Daerah dan Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Barat. 

Ranperda tentang Perubahan Atos Perubahan Perda 

Nomor 4 Tahun 2008 teniang erubahan Organisasi don 

Tata Kerja Dinos Daerah 

Ranperda Pendirian 

Kredit Daerah serta 

lrigasi. 

3 

rovinsi Su mat era Barat. 

Terbatas Penjaminan 

tentang Pengelolaan 



Hadirin yang Kami Muliakan 

Kami menyadari bahwo berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah berdasarkan variabel jumlah 

penduduk, luas wilayah don jumlah APBD. 

Bahwa sesuai variobel tahun 2008 besaron Orgonisasi 

Perangkat Daerah terdiri dari 3 asisten don 8 biro poda 

Sekretariat Daerah don Sek:retariat DPRD, 16 Dinos, 12 

Lembaga Teknis Daeroh :~ebogoimana teloh diatur 

dalam Peraturan Doerah. 

Bahwa berdasarkan adanyp perubahan peningkatan 
: 

nilai variabel menjadi 78 pa\da tahun 2011 dori nilai 68 
I 

pada tahun 2008 sehinggo\ ado peluang perubahon 

untuk merubah komposisi Otganisosi Perongkat Doerah 

Provinsi SUmatera Barat me jadi 3 Asisten, 9 Biro pada 

Sekretariot Daerah, Sekretori t Dewan, 18 Dinos don 12 

Lembago Teknis. A tau adanya kemungkinan 
. ' \ 

' penambahan 1 Biro pada Se retoriat Daeroh don 2 Dinos 

Doerah. 
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Yokni Biro Pengeloloon Aset Doeroh don pemisahan 

uruson Pemudo don Olohro~Jo dolom sotu Dinos menjadi 

Dinos Pendidikon don Dinos Pemudo don Olahrogo. 

Begitupun dengon rencono pemisohon uruson Koperosi 

don Perindustrian don Perdogangon menjadi Dinos 

Koperosi dan UKM, kemudiQn Dinos Perindustrion don 

Perdogongan. 

Pimpinan Sidang don hadirin ~ang Kami Hormati 

Podo prinsipnyo kami mema~ami spirit perubohon atas 

Perdo Nomor 2 don Nomor 4\ Tohun 2008 sebagaimana 
i 

telah disampaikon Pemerintoh\Provinsi Sumotero Borot ini. 

Yokni mengingot besornyo ebon perongkot doeroh 

terutoma Dinos Pengelolaan Keuangan Daerah don 

Dinos Pendidikon Pemudo do Olohroga sehingga tidak 

terloksano secara optimal dan efektif dolam 

menjolankan tugas don ~ungsin o. 

Bagi Froksi Perjuongan Reformosi, kebutuhan 

pembentukan Struktur Pera1gkat Daerah mestilah 

mengacu kepado kebutuhan y ng mompu dilaksonakan 

secoro efektif don efisien. 
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Kiranya tidak perlu membuett perangkat daerah yang 

banyak don gemuk namun tidak berfungsi optimal. Biar 

sdikit namun kayo fungsi don efektif. 

Faktanya, masih terdapat beberapa SKPD tertentu yang 

belum mampu menjalankan program don kegiatan 

secara optimal, hal ini terlihat dari belum maksimalnya 

capaian realisasi pisik don anggaran sehingga 

menyisakan SILPA yang tidak sedikit. 
I 

Selain itu, masih terdapat pr~gram dan kegiatan yang 

tumpang tindih antara satu i SKPD dengan perangkat 

daerah lainnya. Misalnya sopl program pengentasan 

kemiskinan, hampir semua p~rangkat daerah memiliki 

program ini namun dalam \ pelaksanaannya kurang 

optimal akibat kurangnya koor~inasi. 

Saudara Gubernur, Pimpinan idang dan Hadirin yang 
Kami Muliakan . , \ . 
Terkait dengan kemungkinan a anya penambahan SOTK 

sebagaimana diharapkan ses ai kondisi saat ini, kami 

tetap berkeyakinan bahwa S TK mesti efektif don kayo 

fungsi. 
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Penambahan SOTK yang hanya bakal memberatkan 

anggaran atau sekedar untuk tujuan terima kasih secara 

politik per1u menjadi kajian lebih lanjut kita bersama . 

apakah hal tersebut betul-betuldibutuhkan. 

Melolui kesempatan ini, Fraksi Perjuangan Reformasi juga 

mengusulkon pengurangcan don penggabungan 

beberapa SOTK dengan ala$an agar setiap program don 

kegiatan yang sifatnya sarrna dapat terlaksano secara 

terintegrasi don berkelanjut n. Selain itu, usulan ini juga 

dimoksudkan agar penggu aan onggaran APBD dapat 

lebih diefisienkan terutom olokasi onggaron untuk 

membiayai fasilitas don belatja rutin SOTK dimaksud. 

I 
i 

Pimpinan Sidang don Hadirin ang Kami Muliakan 

Mencermati Organisasi don Tata Kerja Sekretariat don 

Dinos Doerah Provinsi Sumat ra Barat soot ini, maka komi 

mengusulkan penombohan an pengurangon beberopa 

SOTK, yakni: · , '\ 

1. Biro Bina Sosiol yang berada dalam Tata Kerja 

Sekretariat Daerah dih pus. Tugas don Fungsi Biro 

Bina Sosial menjadi Bagi n di Dinos Sosial. 

2. Dinos Kebudayaan da Pariwisata digabungkan 

menjadi Dinos Pendidika1 Pemuda don Olahraga. 
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3. Dinos Peternakan digobungkan menjadi satu jadi 

Dinos Pertanian don Peternakan 

4. Badon Pendidikan don Pelatihan masuk ke Dinos 

Tenaga Kerja don Transmigrasi 

5. Badon Ketahanan Pangan masuk dalam Dinos 

Pertanion don Peternakan 

6. Badon Koordinasi Penanaman Modal Provinsi mosuk 

ke Dinos UKM 

Alasan penggabungan ini d~ngan mengacu semangat 

nasional untuk mengura~gi PNS di lingkungan 

pemerintahan. Sebab, selarha ini PNS yang ado di 
' 

lingkungan pemerintah sudah terlalu banyak sehingga 

tidak tahu apa yang dikerjaka\nnya. 

Apabila semangat Sdr Guber ur ingin menambah jumlah 

SOTK konsekuensinya okan enambah tenaga PNS di 

tahun-tahun mendatang. Do ini akan berakibat buruk 

terhadap kondisi keuangaQ d 
' 

Melalui Sidang Paripurna yar g terhormatkan ini kami 

berharap untuk selanjut ya dapat dilakukan 

pembahasan-pembahasan ang lebih komprehensif 
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tentang alasan dan kajian lebih lanjut terhadap usulan 

ini. 

Sdr Gubernur don Pimpinan Sidang dan Hadirin yang 
Kami Muliakan 

Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian 

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah. Menurut 

hemat kami kebutuhan penibiayaan bagi usaha-usaha 

ekonomi kerakyatan yang t¢rmasuk kedalam golongan 

Usaha Kecil don Menengfh serta Koperasi (UKMK) 

sungguh sangatlah mendesar dalam rangka penguatan 

modal usaha guna pengetbangan don peningkatan 

struktur permodalan pelaku ufaha kecil don menengah. 

i 

Fasilitas pembiayaan dari petbankan bagi UKMK selama 

ini cenderung sulit untuk diperoleh, selain rumitnya 

persyaratan administrasi, pe~gusaha kecil ini juga tak 

mampu memberikan jamina~ sehingga kredit perbankan 

cenderung hanya dinil<rnati pelaku usaha besar yang 

sudah memilkiki aset yang bis dijaminkan. 

Alhasil, pembiayaan perba kan bagi pengusaha kecil . 

merupakan impian yang susah diraih. 
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Lembaga penjaminan kredit daerah ini merupakan salah 

satu upaya untuk menawab kebutuhan sekaligus 

memecahkan kendala yan~J dihadapi pelaku usaha kecil 

don menengah dalam mendapatkan modal atau 

pembiayaan usaha. 

Namun, perlu juga kami ingatkan bahwa lembaga 

penjamin kredit ini nantinya tentu tidak boleh ditujukan 

untuk menjamin kredit bag~ pelaku-pelaku usaha besar 

maupun pelaku usaha hitam\ yang hanya memanfaatkan 

lembaga ini untuk mencari k$untungan. 

I 
Lembaga Penjaminan Kn~dit Daerah harus fokus 

menjamin kredit bagi pelaku usaha kecil don menengah 

yang bergerak di sektor-sektdr produktif. Dan Perseroan ini 

nantinya juga mesti dijalank~n secara profesional yang 

dikelola oleh tenaga-tenaga rang ahli di bidangnya. 

Pimpinan Sidang don Hadirin ang Kami Muliakan 
' ' \ 

' 

Terkait Ranperda Pengelola n lrigasi, pada prinsipnya 

peraturan yang meng tur 

tanggungjawab masing-maf ing 

sudah mendesak dibutuhk6n 
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dengan memanfaatkan p91·ensi sumber daya air dalam 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Fakta selama. ini, pengelolaan don perawatan serta 

pemanfaatan sumber daya air melalui keberadaan irigasi 

pada suatu daerah kami nilai belum optimal dari sisi 

kemanfaatannya. 

Hal ini terjadi, karena ado k1esan !epas tanggungjawab 

antara Pemerintah Provinsi don Pemerintah Kabupaten 

atau Kota dimana irigasi tersejbut berada. 
I 

I 
Entah berapa banyak iriga~i yang dibangun dengan 

dona miliaran rupiah, narriun tak berfungsi optimal. 

Misalnya, irigasi Batanghafi, Ponti Rao don lain 

sebagainya. 

Kedepan kami 

kewenangan dan 

! 

I 
berhara~ adanya 

tanggun jawab yang 

pembagian 

jelas antar 

pemerintah daerah dalom engelola irigasi-irigasi yang 

ada sehingga keberadaan i gasi tersebut benar-benar 

dapat dimanfaatkan masyara at dengan baik. 
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Demikianlah Pandangan Urnum ini kami sampaikan untuk 

seterusnya dilakukan pembahasan lebih Ian jut. Semoga 

semua ini mendatangkan monfaat bagi kita semua. 

Mohon maaf atas segala kekurangan maupun kata yang 

kurang pada tempatnya. Atos perhatiannya kami 

ucapkan terima kasih. 

Wassalamualaikum Wr. WB. 

FRAKSI PERJUAN AN REFORMASI 
DPRD PROPINSI UMATERA BARAT 

kretaris 

,. \ \ 

' Anggota 

1. Rizanto Algamar 

2. Ir. Bachtul 

3. Syahrial, B.Sc 

12 


